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ABSTRAK

Di Pengadilan Agama Kota Sukabumi yang telah mengadili perkara sengketa waris
diantara saudara-saudara kandung pewaris dengan anak peempuan. Dalam perkara tersebut
para penggugat yang terdiri dari 4 orang saudara-saudari kandung pewaris melawan isteri
serta dua orang anak yang berada di bawah pengurusannya, yaitu masing-masing 1 orang
anak perempuan kandung dan 1 orang anak perempuan angkat, yang sejak meninggalnya
pewaris belum diadakan pembagian harta peninggalan dan ahli waris tidak dapat
menyelesaikan persoalan ini secara damai, maka saudara kandung pewaris selaku penggugat
menyerahkan perkara ini ke PA Kota Sukabumi.

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (Field research) dan sifat
penelitiannnya adalah deskriptif analitik. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini
adalah melalui pendekatan yuridis syar’i. Pengumpulan datanya didapat dengan cara
wawancara, dan dokumentasi, sedang pola pikir yang digunakan dalam analisis penelitian ini
adalah analisa kuantitatif melalui cara berfikir induksi.

Bahwa PA Kota Sukabumi telah memriksa perkara sengketa waris antara saudara
kandung pewaris (selaku penggugat) dengan isteri dan anak perempuan pewaris (selaku
tergugat) yang dalam putusannya melalui surat putusan No.52/Pdt.G/1999/PA.Smi, menolak
gugatan para penggugat dan menghukum penggugat untuk membayar segala biaya yang
timbul dalam perkara itu. Dalam hal ini anak perempuan menghijab hirman dalam pewarisan.
Terhadap putusan PA tersebut, berdasarkan kepada yurisprudensi MA. RI dan tafsir Ibn
Abbas, adalah tidak tepat, karena tidak sesuai dengan pendapat dan kesepakatan ulama bahwa
anak perempuan tidak dapat menghijab hirman saudara kandung pewaris. Sedangkan
pendapat bahwa anak perempuan akan menghabiskan sisa harta apabila tidak ada anak laki-
laki atau ayah, adalah pendapat syaz (menyendiri), sisa dari saham anak perempuan itu harus
diserahkan kepada asabah berdasarkan hadis dan kesepakatan ulama.

Key word: warisan, saudara kandung perempuan, Putusan PA, hijab hirman, asabah
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TRANSLITERASI ARAB LATIN

Transliterasi Aralb Latin yang dipakail dalam penuli-
san Skripsi ini berpedoman kepada surat Keputusan Bersama
Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI.
tertanggal 22 Januari 19288 Ho. 158 tahun 1987 HNo. 0543
b/U/1987 .

Pedomannya adalah sebagal berikut:

1. Konsonan.

No.|Huruf Arab Nama |Huruf Latin |Keterangan

1 { alif - Tidak dilam-

bangkan

2 \7) ba” b -

3 ! £a” £ -

4 \EJ sa” s -~| s titik atas
5 EE, Jim J -

6 E: ha” h h titik bawah
7 'C kh3* kh -

8 S dal d -

9 RS Zal z Z titik atas
i0 < ra- P -
11 s} zal Z - -
12 o sin s -
13 Cji syin | 3y -
14 OGP sad s s titik bawah

Vil



@éd d d titik bawah

@5’ t t titik bawah

t4
1
&
3]

titils bawah
ain koma terbalik

gain g -

mim m -
nun n -
wawu w -
ha” h -
hamzah e apostrof

—_— -

va ¥ -

G reb oy [0G 0O =G

Konsonan Rangkap karena syaddah ditulis rangkap
VR |

(e n ditulis muta“agaidain
A
210 o ditulis “iddah

. Ta’marbutah diakhiri kata

a. Bila mati ditulis h

ﬂaj.ﬂ _
h;ﬁ; ditulis jizyah

w

b. Bila dihidupkan karena berangkai dengén kata lain
ditulis ¢,
)/o.

;ﬁ.ﬁ\age, ditulis ni’matulldh

viil



-~
) ditulis zakatul-fitrah
4. Vokal Pendek

< (fathah) ditulis a
{kasrah) ditulis 1

/'
2 (dammah) ditulls u

5. Vokal Panjang
a. fathah + alif, ditulls &
-~
A -
Sy Py P ditulis j&hiliyyah

\A// .

b. fathah + ya mati ditulis a

o~ e s

'S e ditulis yas’a

c. kasrah + ya mati, ditulis I

EN
V-2 ditulis masjid
~
. d. dammah + wawu matl, ditulis u
A 007

ey ed ditulis furdd
Vokal-vokal Rangkap

(o]

a. fathah + ya mati ditulis ai
6 27/
3, ditulis bainakum
b. fathah + wawu matl ditulis au
. o g
LL)’ ditulis gqaul
7. Vokal-vokal yang berurutan dalam satu kata, dipisahkan

dengan apostrof ,

[
LI N .
Wﬂ ditulia a’antum
L |
2o AE ditulis u’iddat
0, 8 7
(H CJB( ditulis la“in syakartum

8. Kata sandang Alif + Lam -

a. Bila diikuti huruf qammariyyah ditulis al-



10,

t—"')

5 = o
LQ}BjX ditulis al-Qur’an

2 /n‘,{ 1itunli 1-Qiva
1%1111S al-YWlyas
O .

b, Bila diikuti huruf syamsiyyah ditulls dengan meng-
gandakén huruf syamsiyyvah vang mengikutinya serta
menghilangkan huruf l-nya.

');\:;;j( ditulis as-sama”
. -
Cj“:iLJ{ ditulis asy-syaus

Huruf Besar.

Meskipun dalam sistem tullsan Arab huruf kapital
tidk dikenal. dalam transliterasi ini huruf tersebut
digunakan Jjuga. Penggunaan huruf kapital seperti vyang
berlaku dalam EYD, di antaranva huruf kapital diguna—
kan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permu-
laan kalimat. Bila nama diri itu didahului oleh kata
sandang, maka yvang ditulis dengan huruf kapital tetap
huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata
sandang.

Penulisan kata-kata dalam Rangkaian Kalimat.

Dapat ditulis menurut bunyi atau pengucapannya dan

menulis penulisannya.

032 2 .
C#ﬂtéd\biﬁs ditulis zawil-furud atau zawi al-furud
S P R

*L*““L}ﬁf ditulis ahlussunnah atau ahl as-sunnah
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BABI
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Hukum wariz merupakan salah satu bagian dari hukum perdata secara
keseluruhan dan merupakan bagian terkecil dari hulkum kekeluargasn Hukum waris
sangai erat kaitannya dengan ruang lingkup kehidupsn mamusia, di mana sefiap
manugia pasti akan mengalami peristiwa hukem yang dinamaken kematien
Kemafian selalu menimbulkan akibat hukum di antaranya adalah timbulnya masalah
bagaimana pengurusen dan kelanjutan hak-hak dan kewajiban seseorang yang
meninggal duma

Penyelesaian hak-hak dan kewajiban sebagai akibat meninggalnya
seseorang, diatur oleh hukum waris. Dalam hukum Islam, waris menduduki tempat
yang sangat penting Ayat-ayat al-Qur’sn mengatur hukum waris dengan jelas dan
terperinci. Hal ini dapat dimengerti, sebab masalah waris pasti dialami oleh setiap
orang. Kecuali itu, ketentuen-ketentuan tentang bagian waris, sering menimbulkan
sengketa di antara ahli waris. Setiap terjadi peristiwa kematian seseorang, segera
timbul pertanyaan bagaimana harta yang ditinggatkannya harus diperlakukan dan
kepada siapa saja harta ifu dipindahkan serta bagaimana caranya Inilah yang diatur
dalam hukom waris itn.”

Masalah kewarisan ini menyangkuf tiga unsur, yaitu:
1. Pewaris, yang menimbulken persoalan adaleh bagaimena dan sampai dimana

hubungan seseorang pewsans dengan hartanya dipengaruhi oleh sifit hinglkmgan

kekeluargaan, di mana si pewaris berada

!} Ahmad Azher Besyir, Hhdaon Waris Kam (Yogyakerta : Fakultas Ekonomi UL, 1990),
him 7.



2. Ahli waris, yang menimbulkan persoalan adalah bagaimana dan sampai dimana ada
tali kekeluargaan antara pewaris dengan ahli waris.

5. Harta waris, yang menjadi persoalan adalah bagaimana dan sampai dimana wujud
kekayaan yang beralih ity dipengaruln oleh sifat kekelusargasn dimana ahli waris dan
pewaris berada.

Tiga unsur di afas tidak bisa terlepas dari masalah kewarisan, dan seperti
masalah-masalah lainnya yang dihadapi oleh manusia, bahwa masaleh kewerizsan ini
ade yang sudah dijelaskan oleh al-Qur’an dan Surmah dengzn ketentuan yang jelus dan
pasti, sehingga tidak timbul bermacam-macam interpretasi (penafsiran), babkan sering
terjadi ijma (kesepakatan) di kalangan ulama dan umat Islam, seperti kedudulan suami-
istri, keduduken bapak-ibu dan kedudukan anak sebagai ahli waris yang tidak tertutup
oleh ahli waris lainoya dan juga bagim masing-masing. Tetapi selain daripada itu
masih terdapat beberapa hal yang perlu adanya interpretasi seperti masalah ahli waris
saudara kandung dengan anak perempuan, dimana dalam hal ini menuruf jumhur ulama

bahwa bagiaa saudari itu asabah ma'a ai-gair, sesuai hadis Rasulullah SAW:

oV oty i) LY iy e <l oo o3
Sedangkan Ibn Abbas berpendapat babiwa saudari-sandari itu tidak menjadi ahli
waris asabah ma'a al-gair di kala berbarengan dengan anak perempuan, karena it
beliau pernah memfatwakan dalam masalah seorang meninggal dengan meninggalkan

ghli waris anak perempuan dan sandari, unink anak perempuan mendapat separohnya,
sedang saudari tidak mendapat sedikitpun.®

® Al-Bukhiri, Sahih al-Bukhari, Bab Mirat Tonati Tbnin Ma'a Abnatin (Beirut: Dar al-Fikr,
1981), VIL: 6. Hadis Riwayat al-Bukhari dari Aswad.

N Fatchur Rehman, Emu Waris, cet. 4 (Bandung: PT. Al-Ma'erif, 1971), him. 303,



Selanjutnya dalam memenuhi hasrat sebagian umat Islam Indonesia dalam
meiakyanakan hukom Islam khususnya di bidang hukum warig dan nmumnya di bidang
perdata Islam, maka lshirlah Undang Undang No. 7 tahun 1989 tentang Peradilan
Agama, di mana peradilan agama di seluruh Indonesia berwenang untuk memeriksa,
memutuskan, dan menyelesaikan perkara-perkara antara orang-orang Islam di bidang
perkawinan, kewarigan, wasiat, wakaf, dan hibah yang berdasarkan hukum Islam?
Sedangkan sebagai pedoman dalam menyelesaikan masalah-masalah tersebut di atas
adalah dengan merujuk kepada Kompilasi Hukum Islam yang memuat tentang hukum
perkawinan, hukum kewarisan, serta tentang hukum perwakafan.

Khususnya tentang masalah hukum waris yang merupakan pokok kajian
penyusun, ternyata dalam perkembangannya di Indonesia dewasa ini telah terjadi
perubshan yang cukup mendasar. Ketentnan ahli waris pengganti misalnya,
sebagaimana diatur dalam Kompilasi Hukum Islam, dianggap lebih sesuai dengan rasa
keadilan hukum masyarakat Islam di Indonesia Seperti diketahui, sebelum tahun 1991
tidak dikenal ahli waris pengganti secara formal tersebut dalam khazanah kewarisan
Islam Indonesia

Perkembangan hukum kewarisan selanjutnya, muncul dengan adanya beberapa
putusan Mahkamah Agung RI yang menetapkan bahwa anak perempuan dapat
meng{zi_f&b hirman terhadap semma saudara. Putusan Mahkamah Ageng RI tersebut
adalah :

1. No. 86 K/AG/1994 Tanggal 20 Juli 1994.
2. No. 184 K/AG/1995 Tanggal 30 September 1996.

3. No. 327 KSAG/1997 Tanggal 26 Februari 1598.

4 H M. Thaha Abdurrahman, “Tinjausn terhadap hukum Kewarisan dalam Kompilast Hukum
Istem di Indonesie™, makaziah disampaiken pada diskusi rutin dogsen-dosen IAIN, yang diselenggarakan
oleh Sekretariat IAIN, Yogyakarta, 30 Oktober 1995, him. 1- 2



Putusan Mahkamah Agung RI No. 86 K/AG/1994 di atas, salah satu

pertimbangan huknmnya adalah “menimbang bahwa Mahkamah Agung RI berpendapat,

selama masih ada ansk 1aki-laki manpun perempuan, maka hak waris dari orang-orang

yang mempunyai hubungan darah dengan pewaris, kecuali orang tua, suami dan istri

menjadi tertutup (terhijaby”.”

Ketentuan dan keputusan tadi walan bagaimanapun baik langsung maupun tidak

langsung secara nyata akan bersinggingan dan mengubah norma yang terdapat dalam

ketentuan hukum waris Islam. Dalam hukum waris Islam aturan dan ketentuan hak waris

gandara perempuan kanding diatur sebagai berikut:

1.

Separuh.
Yakni bila ia hanya seorsng diri dan tidak mewarisi bersama-sama dengan sandara

kandung yang menjadikannya ‘asabah bi al-gair.

. Dua pertiga

Yakni bila saudara tersebut dua orang atau lebih dan tidak mewarisi bersama-sama
dengan sandara kandung yang menjadikannya ‘asabah bi al-gair.

Usubah (bi al-gair)

Yakni bila ia, baik hinggal maupun banyak, mewarisi bersama-sama dengan saudara
kandung, baik yang terakhir ini hinggal maupun banyak. Mercka semuanya dapat
menerima seluruh harta peninggatan ataﬁ sisa dari zawil firad dengan ketentian

bahwa penerimaan saudara adalsh dua kali lipat penerimaan saudari.

} Rehmat Syafe’ i, “Kajian Terhadap Putusan Mehkamah Agung Tentang Kewerisan Seudara

Kandung Dengan Ansk Perempuan®, Adimbar Hdawn, No. 44 Tahun X, 1999, him 5.



4. Asabah (ma'a al-gair)
Yakni bila ia mewarisi bersama-sama:
a. Seorang atau beberapa orang anak perempuan atau
b. Seorang atsu beberapa orang cucu perempuan pancar Iski-laki atay
¢. Anak perempuan dan cucu perempuan pancar laki-laki ® (dan tidak ada anak laki-
laki).

Kembali kepada Putusan Mahkameh Agung di atas, bermula dari adanya kasus
yang terjadi di PA dan PTA Mataram, Mahkamah Agung melalui putusannya Nomor 86
K/AG/1994 tamggal 27 Juli 1995 membatalkan putusan Pengadilan Agama dan
Pengadilan Tinggi Agama Matwam berdasarkan pertimbangen:

- Bahwa pendapat ini sejalan dengan pendapat bn Abbas dalam menafsirkan kata-
kata “Walad” pada ayat 176 An-Nisa, yang berpendapat, pengertiannya mencakup
baik anak laki-1aki manpun anak perempuan. |

- Bahwa dengan adanya permohonan kasasi (tergugat asal), Inaq Putrahimabh binti
Nawiyah {anak perempuan), maka termohon kasasi (penggugat asal} yaitu pamannya
menjadi tertutup atau terhijad untuk mendapat warisan.”

Kagus di atas, serupa dengan kams di Pengadilan Agama Kota Sukabumi yang
telah mengadili perkara sepgketa waris di antara saudara-saudara kandlmg_ pewaris
dengan anak perempuan Dalam perkara tersebut para penggugat yang terdiri dari 4
orang sandare dmn saudari kandung pewaris melawsan istri sertn dua orang anak yang
berada di bawsh pengurusannya, yaitn masing-masing 1 orang anak perempusn kendung

dan 1 orang anak perempuan angkaf, dimana semenjak meninggalnya pewaris belum

% Fatchur Rahman, Emu Waris ., him 299,

? Ali Boediario, “Pembagian Herta Warisan, Penafsiren Pengertlon Walad®, Varic
Feradilan, No. 130, Talnn X1, 1996, hlm 117,



diadakan pembagian atas harta peninggalan almartmm dan karena para ahli waris tidak
dapat menyelesaikan persoalan ini1 secara damai dan baik-baik, maka saudara-saudara
kandung pewaris selaku penggugat menyerabkan perkara ini ke PA Kota Sukabumi.
Setefah melalui beberapa kali sidang serta pengajuan bukti-bukti saksi-ssksi maka
akhirnya majelis hakim memutnsken menolak gugatan para penggugat. Demikian
gambaran wmum kasus perkara kewarisan saudara kandung dan anak perempuan yang
terjadi di PA Sukabumi.

Dari kasus tersebut, yang menarik untuk dikaji adaiah adanya anak perempuan
{bintur) menghijab saudara kandung {afhurn dar wkhtur). Hal inilah yang
menyebabkan perbedaan pendapat antara Mahkamah Agung dan mayoritas ulama vang
sudah dikenal dan pendapatmya hidup di kalangan masyarakat Indonesia

Perbedaan tersebut akan nampak jelas bila meneliti Hadis Rasul dari Aswad

sebagai berikut:

Soms Ry 4} gy Mok o S ) Bl Ui i3
Ca- W Cadly cadl Ginld

Sebetuloya masih terdapat ketentuan-ketentuan yang tidak sejalan dengan
putnsan/Yurisprudensi Mahkamah Agung sebagaimana penyusun zkan uraikan pada
bab-bab selanjuinya. Dan untuk mengetahui bagaimana sikap Pengadilan Agama Kota
Sukabumi dalam menghadapi sengketa waris, khususnya mengenai kewarisan saudara
kandung dengan ansk perempuan, maka penyusun akan mencoba mengangkat
permasalahan ini ke dalam bentuk skripsi dengan jndul: “Kajian Terhadap Putnsan
Pengadilan Agama Kota Sukabumi Ne. 52/Pdt.G/1999 Tentang Kewarisan

Saudara Kandung Dengan Anak Perempuan™.

) pl-Bukhari, Sahith al- Buktiari, Bab Miras al-Akhwat Ma'a al-Benet, Agabeh (Beirut: Dar
al-Fikr, 1981), VIL: 7. Hadis Riwayat al-Bukhari dari Aswad.



B. Pokok Masalah

Berdasarkan pada latar belakang masalah sebagaimana penyusun paparkan di

atas, maka terdapat beberapa permasalahan yang memerlukan pembahasan lebih lanjut,

adapun yang menjadi pokok permasalahen skripsi ini adatzh:

L.

Bagaimana proses pemeriksaan dan pufusan perkara waris saudara kandung dengan
anak perempuan?

Alasan-alaran apakah yang digunakan hakim sebagai pertimbangan dan dasar hukum
putnsan perkara waris sandara kandung dengan anak perempuan di Pengadilan
Agama Kota Sukabumi? -

Bagaimanakah finjauan fugqaha terhadsp pertimbangan bhukum dan putusan

Pengadilan Agama Suksbumi?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Tujuan dari pembahasan tentang kajian terhadap perkara waris saudara kandung

dengah anak perempuan adalah:

L.

Untuk menjelaskan proses pemeriksaan dan putusan Pengadilan Agama Kota
Sukabumi mengenai perkara warin sandara kandung dengan anak perempuan.
Untuk menjelaskan alasan-alasan yang digunakan hakim sebagai pertimbangan dan

dasar hukum dalam putusen perkara waris saudara kandung dengan anak perempuan.

. Untuk menjelaskan pandangan fuqeha terhadap pertimbangan hukum dan putussn

Pengadilan Agama

Adapun kegunaan yang dapat diharapkan dari pembahasan skripsi int adalah:

. Sebagai bahan pertimbangan bagi hakim Pengadilan Agama dan pera pihek yang

terhbat dalam pembagian harta wans di Pengadilan Agama.



2. Hot menyombangkan hasil pemikiran yang positif terhadep iltm pengetabuan,
terutama yang berkaitan dengan kewarisan saudara kandung dengan anak perempuan
3. Untuk memperoleh kejelasan mengenai bagaimana pewarisan sandara kandung

dengan anak perempuan sesuai dengan hulanm Islam.

D. Telaah Pustaka

Hulim kewarisan saudara kandung dengan anak perempusan, hal ini tentn saja
berkaitan erat dengan hulwm waris secara umum. Hukum kewarisan sandara kandung
dengan anak perempuan pada dasarmya secara khusus belum banyak yang membahas,
maka untuk mengetahui sejanh mana masalah ini sudah dibahas dalam buku-buku atau
karya ilmiah yang lain, perlu dikemukakan hal-hal sebagai berikut:

Pembahasan mengenai kewarisan saudara kandung dengan snsk perempuan ini
sebagaimana penyusun telah kemukakan berawal dari adanya sengkets waris yang
terjadi di Pengadilan Agama Kota Sukebumi dan telah menghasilkan putusan No.
5P G/ 15;99. Perkara kewarisan yang terjadi di Pengadilan Agama Kota Sukabumi,
gejauh pemantauan penyusun belum pemah ada yang membahas,

Ketentnan hukum waris saudara, aken sangat terkait dengan pengertian
“kalalak’” yang tercantum pada suraf an-Nisa’ ayat 12 dan ayat 176.

Pengertian “falalak’ itu sendiri adalah sebagaimana dijelaskan oleh Abu

Bakar as-Siddig, yaitu:

5 .
~0 EYJ 41\9 *3 U*'-:.J o
Dari definisi yang dirumuskan oleh Abu Bakar tersebut jelaslah bahwa

gaudara-sandara menjadi ahli waris bila pewaria tidak meninggalkan ansk atan bapak,

%) Ton Kesir al-Qurasyi ad-Dimasqyi, Tafsir ai-Qur'an ai-Azim (Beinut: Der al-Andalus,
tt),1: 592,



atan dengan kata lain bahwa anak dan bapak menghijab sandara, baik saudara seibu

sebapak, sebapak atan seibu.'®

Uraian mengenai kewarisan saudara kandung dengan anak perempuan ini secara
kbusug dikaji Fatchur Rahman dalam bukunya iZmu waris yang menjelaskan pendapat
jumbnr al-Fuqaha yang berpendapat bahwa yang dimaksud dengan walad (anak), yeng
dapat menghijab hirmar saudart kandung atan seaysh ialah anak laki buken anak
perempuan. Hal ini diketahui dari rangkaian kalimat berikut:

Anak dalam rangkaian kalimat secara iftifag adalah anak laki-laki. Sebab
gandara dapat mempusakai harta peninggalan saudarinya it jika bersama-sama dengan
anak perempuan, kalan bersama-sama dengan anak laki-laki sudah barang tentu ia
terhijab oleh anak taki-laki.'”

Dalam kitab Suhik al-Bukhari dijelaskan balvwa kewarisan saudari kandung
dengan anak perempuan adaloh usabah sesuei Hadis yang termuat dalam bab miras
ibrati ibnin ma'a abnatin:

O3 )y el L s 4o b o )55

K CoMi B ey cn 3 a2

Sementara Hasbi ash-Shiddieqy dalam bulamya figh al~mawaris menjelaskan
mengenai ketentuan hak waris perempusn sekandumg. Dia (sandara perempuan

sekandung) dalam menerima waris mempunyai 6 keadaan, diantaranya adalah; sandara

1) Alizar Jas, “Pengertian Kata Walad Dalam Surah an-Nisa® ayat 176", Mimbar b, No.
40, Talum IX, 1998, him. 52.

1 Fotchur Rahman, Bnz ., him, 304,

‘D Al-Bukhari, Sehik., Bab Miras Tbneti Tonin Ma'a Abnatin (Beirut: Dar al-Fikr, 1981),
VIIL: 6.
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gekandung menerima waris dengan jalan ta'shib bersama selainnya. Yaitu apabila ada
besertanya anak perempuan shulbi, atau snak perempuan dari ansk lelaki dari yang
meninggal. Kalan itu sandara perempuan sekandung, menjadi ‘as abah bersama
selainnya, yaitu anak perempuan dengan syarat tidak ada bersamanya saudara lelaki
yang sekandung. Dalam keadasn ini saudara perempuan sekandung, tidak menerima
waris dengan jalan fardhu, tetapi menerima pusaka dengan jalan tfq'shib bersama
selainnya '

Berbeda dengan Hasbi, Hazairin dalam bulunya Hukum Kewarisan Bilateral
menjelaskan bahwa arti kalalah sebenamya adalah mati punah total ke bawah, tidak
meninggatkan seorang anakpun juga, baik anak laki-laki maupun asak perempuan dan
tidak ada pula berketunman selanjutnys baik melalui anak laki-laki maupun melatmi
anak perempuan.'?

Selanjutnya, Hazairin menolak ketetapan Hadis yang diriwayatkan al-Aswad
bin Yazid yang menceritakan bahwa Muadz bin Jabal sewakiu bertugas di Yaman
membagikan harta peninggalan laki-laki, yang hanya meninggalkan seorang anak
perempuan dan seorang sandara perempuan, kepade anak perempuan itu % dan kepada
saudara perempuan itn 4 pula (HR ai-Bukhari). Hazairin berpendapat bahwa
ketetapan Aswad itu batal, sebatal-batalnya Tegasnya mengenai hadis al-Aswad ini
maka yang mansukh itn ialah pengertian Ahlu as-Sunnsh Wa al-Jama’sh tentang asabah

ma’a al- gair scbagai kelanjutan dari psham ‘aula rajulin zakarin. Menurut ajaran

3 Hasbi as-Syiddieay, Fikh Mawaris (Jakarta: Bulan Bintang, t.t.), him. 117.

") Hazairin, Fdaun Kewarisan Bilateral Mermurt Qur’an dan Hadits, cet. ketige (Jakarta:
Tintarnas, 1964), him. 50.
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kentamasn dalam sistem bilateral menurut Qur’an itu maka seharusnya dalam kasus al-
Aswad itu diberikan seluruhnya kepada anak perempuan itu
Sedangkan memnst Kompilasi Hukum Islam dalam pasal 174 (4) menerangkan:

“Apabila semua shli waris ada, maka yang berhiak mendapat warisan hanya anak, aysh,

ibu, janda atau duda”, sehingga mengandung pengertian, jika seorang meninggal dunia

sedang ia hanya meninggalkan ahli waris yang terdiri dari anak perempuan dan
gandara, maka anak perempuan akan mendapatkan bagian seluruh harta, sedangkan bagi
saudara tidak memperoleh harta peninggalan spapun disebabkan ia terhijab oleh
keberadaan anak

Hijab-menghijab (halang-menghalangi dalam memperoleh hak waris)
merupakan suatn institusi dalam faraid. Institusi int tidak terlepas dari adanya
peneniuan prioritas ahli waris dalam memperoleh hak waris. Hal ini sangat
bertmbungan dengan prinsip kewarisan Islam dalam menentukan 2hli waria. Untuk it
dalam faraid dikenal zawu al-furid, ‘asabah dan Zawu al-arham. Para ulama
berpendapat sekiranya semua ahli waris “asabah ada , maka tertib prioritas pewarisan

di antara mereka disusun berdasarkan tiga asas, yaitu:

1. Asas jenis hubungan; berdasarkan asas ini prioritas pewarisan divrutkan kepada
lima kelompok keutamaan, yaitu: (a) kelompok keturunan; (b} kelompok orang tua;
{c) kelompok sandara; (d) kelompok kehirunan sandara; (e) kelompok sandara ayah
dan keturunanoya. Kelompok yang lebih tinggi menghijab kelompok yeng lebih
rendah, kecuali kelompok kakek dengan saudara, yang tidak akan saling menghijab,

dan mereka mempunyai kedudukan khusus.

13 pid., him. 51.



12

2. Asas jarak derajat; berdasar asas ini orang dalam saty kelompok kentamaan yang
berjarak satu derajat dengan pewaris akan menghijab (memiup, menghalangi) orang
yang berjarak dua derajat dan seterusnya.

3. Asas kekuatan hubungan; berdasarkan asas ini, orang yang dihubungkan melalui ayah
dan ibu (dua orang ta) didahulukan atas orang yang hanya dihubungken melalui
ayah saja (galu orang tua).

Ttulah asas-2sas penentuan prioritas ahli waris dalam memperoleh warisan '

Dari pemaparan-pemaparan telash pustaka di atas, dapat menimbulkan kesan
bahwa masalah ini secara umpm banyak yang membahas, akan tefapi secara khmsus
yang mengkaji putusap, belum ada yang membahas. Oleh karena itu penyusun akan
menyoroti masalah itu sesnai dengan pokok masalah yang ada pada skripsi yang akan

dibahas ini.

E. Kerangka Teoretik

Masalah waris, bagi wnat Islam tidak saja merupskan proses penerusan atau
pengoperan hak dari seseorang terhadap keturunannya, melainkan merupakan salah satu
ibadah yang pihak-pihak penerima warisnya telah ditenfuken.

Muhammad Daud Ali mengemukakan bahwa: asas hukum kewarisan Islam yang
dapat disalwkan deri al-Quran dan as-Sunnah di antarsnys adalah (1) ijbari,

(2) bilateral, (3) individual, (4) keadilan berimbang, dan (5) akibat kematian."”

15} Rehmat Syafe’i, “Kajien Terhadap Putisan Mahkamsh Agung Tentang Kewerisen Saudera
Kandung Dengan Anak Perempuar’”™, Mimbar Hdwun, No. 44, ¥, 1999, him. 5.

%) Muharmmed Deud Ali, Asas-asas Fidaon Blam (Edaon Blem ), Pengantzr B Hdaom
dan Tata R Elam di kdonesia (Jekarta: Rajawali Pers, 19963, him, 126.
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Asag ijbari mengandung snatn kepastian zkan terjadinya peralihan harta
peninggalan setelah orang meninggal dusia (pewaris) terhadap orang-orang tertentu
(ahli waris).

Asas bilateral berarti bahwa seseorang menerima hak kewarisan dari pihak
kerabat laki-laki dan kerabat perempuan.

Asas individual berarti bahwa harta peninggalan diberikan terhadap ahli waris
untuk dimiliki secara perorangan.

Asas keadilan berimbang berarti harus ada keseimbangan antara hak dan
kewajtban, antara hak yang diperoleh seseorang dengan kewajiban yang harus
dilakukannya.

Asas akibat kematian berarti bahwa kewarican hanya terjadi kalan ada yang
meninggal dunia Ini berbeda dengan kewarisan pada hukum adat waris, yang
memandang proses pewarisan dapat pnla berlangsung pada saat pewaris magih
hidup.'®

Dalam Islam, besar kecilnya bagian waris setiap kerabat adalah berdasarkan
derajat kekerabatan mereka. Oleh karena itn kerabat-kerabat yang derajat
kekerabatannya lebih knat mendapatkan bagian yang lebih banyak. Bahkan tidak semma
kerabat akan mendapatkan waris karena hak-hak yang dimiliki oleh sebagian kerabat
baru timbul jika tidak terdapatoya kerabat tertentn. Ahli waris ntama terdiri dari
janda‘duda, anak laki-laki/perempuan, orang tua laki-laki/perempuan. Penggantian

kedudukan anak hanya oleh keturunannya, sementara orang tua oleh lelnhur dan

'8} Ctje Selmen, Kesadaran Hdaun Masyarakat Terhadap Huéaen Waris (Bandung:
Alummi, 1993}, him. 67.
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ketunmannys Dengan demikian saudara atan kerabat 1ainnya (ke atas dan ke samping)
baru terbuka hak warisnya jika tidak terhalang oleh orang tua.'®
Ketentunan hek sandara sekanding/aebapak baik laki-laki manpun perempusn

dalam hal penerimaan waris telsh diatur berdasarkan QS. An-Nisa® : 176 :

S\ *Lﬂw*}wif‘u» B‘g‘:‘-"wUJV\-U—“M

L5 o oW oS ol e 2 ok i\l e
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Tidak ada perselisihan di antara para shii itmn balwa yang dimaksud dengan
suadara-saudara dan sandari-sandari dalam ayat tersebut ialah sandara-sandera dan
sendari-sandari sekandung dan seayah *

Kembali kepada QS. An-Nisa’ : 176 di atas, bahwa yang dimaksud dengan
anak di sini adalah khwsus anak laki-laki, sebab anak laki-laki menggugurkan hak
sandara sedangkan anak perempuan tidak menggugurkan hak sandara *

Hal ini diperkuat dengan pendapat Jumhur Fuqaha yang menjelaskan bahwa
yang dimaksud dengan walad (anak) yang dapat menghijab hirmdn sandara kandung
atan seayah ialah anak laki-laki bukan anak perempuan.

®) pid  Bim. 71.
) An-Nisa* (4): 176.
21} Fatchur Rahman, B, him, 289.

) Hesanain Muhsmmad Makhiuf, 4-Mewaris fi as-Syari ‘ah al-Blamivah, cet. I (Kairo:
Lajnsh al-Bayan al-" Arshy, t.t.), him. 69.
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Selanjuinya bagi umat Islam diharuskan vntuk selaln melaksanskan peraturan-
peraturan syari‘at yang dituajuk oleh nas-nas yang sharif, termasuk dalam hal
pembagian waris yang telah ditentukan oleh syari‘at sebagaimana ayat al-Qur’an di
bawah ini:

WL a0 apd> 15:533 USPRVOREE Ty
7 e e 4y s
Juga Rasulullah SAW memerintahkan agar kita membagi harta waris menurut

al-Qur’ an, sebagaimana sabdanya:

D GBS e a5, Jal o JLV e

D1 samping keterangan-keterangan di atas, maka penyusun akan menggunakan

24

kaidah usuliah agar dalam penyusunan skripsi imi lebih terarah dan dapat
menyelesaikan masalah yang akan dibahas, yaitu :

29
~ ‘ - ‘

s (Ko rL*]
Dari kaidah ini Jumhur sepakat bahwa “am itz dibangun dari thds, sebab khas

itu lebih kuat da/alahnya daripada ‘am dalam penggmmasnnys, dan juga kaidah bahwa

lafaz ‘am i tidak boleh dipergunakan sebelum diteliti pengikhmausannya

S sl s oo Al s

2

) pn-Nise’ (4) : 14.

™ AbU Husein Muslim bin al-Hajigj al-Qusaery en-Naisaburi, Sahih Mislim, “Kitab al-
Fard’id”, (Beinat: Dér al-Fikr, 1414 H1993 M), Hadis Riwayat Muslim dan Abu Dawud

25 aAbdul Hamid Hakim, al- Bayan, (Jakarta: Sa*adiysh Putre, 1983), him. 71.

) bid., him. 72.



F. Metode Penelitian
1. Jenis Penelitian
Penelitian yang dilakukan ini menggunakan jenis penelitian lapangan yakm
penelitian yang objek utama penelitiannya adalah salah satu putusan Pengadilan
Agnma mengenai hak waris sandara kandung dengan anak perempuan di Pengadilan
Agama Kota Sukabumi.
2. Sifat Penelitian
Penelitian im bersifat deskriptif analitik, yakni date-data yang terkumpul
kemudian disusun, dijelaskan dan dianalisis serta disimpulkan. Dalam hal ini
penyusun mengamati salash satu putusan perkara kewarisan yang terdapat di
Pengadilan Agama Kota Sukabumi.
3. Pendekatan Penelitian
Pendekatan yang digunsken dalam penelitian ini adalah melajui pendekatan
yuridig syar'i, yaitu pendekatan yang memperhatikan tata aturan perundang-undangan
yang berlaku khususnya tentang hukum kewarisan di Indonesia, serta penelusuran
melalui teks-teks al-Qur’an, al-Hadis, kaidah-kaidah usul figh serta pendapat para
ulama.
4. Pengumpulan Data
Dalam tahap ini, penyusun mengumpulkan data-data utama yang terdapat di
Pengadilan Agama Sukabumi disertai kajian-kajian terhadap bahan-bahen pustaka
yang berhubungan dengan masalah yang penyusua kaji, data-data tersebut didapatkan

dengan cara:
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a Wawancara, yang dimaksudkan adalah bentuk wawancara bebas terpimpin, yaitu
suaty wawancara yang dilakukan peneliti secara bebas, akan tetapi tetap berpijak
pada kaidah-kaidah pokok masalah yang hendak ditanyakan, sehingga masih
dimungkinkan adanya pengembangan pertanyaan sesuai dengan situasi ketika
wawancara dilakukan. Dalam hal ini wawancara dilakukan dengan majelis hakim
yang menangani perkara kewarisan dan wakil ketua Pengadilan Agama Kota
Sukabumi.

b. Dokumentasi, yakni menelaah dokumen-dokumen yang terkait dengan kasus yang
diteliti di Pengadilan Agama Sukabumi, terutama Keputnsan Pengadilan Agama
Kota Sukabumi No. 52/Pdt G/PA. Smi.

5. Analigis Data

Sedangkan pola pikir yang digunakan penyusun dalam analisis dalam penelitian ini

adalah analisa kualitatif, melalm cara berfikir:

- Induksi, yakni pola penerapan penalaran yang berpangkal dari kaidah-kaidah
khusus untuk melakukan peniiaian terhadap peristiwa yang bersifat umum, metode
ini merupakan kebalikan metode deduksi.®® Dalam konteks ini, penyusunan
berangkat dari data-data yang khusus berkaitan dengan perkarn kewarisan di
Pengadilan Agama Sukabumi kemudian menganalisis alasan-alasan/dasar hukum

keluarnya pufusan No. 52/Pdt G/1999, PA. Sukabumi.

G. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan skripsi ini dimulai dengan susunan sebagai berilax:

7 Sutrisno Hadi, Metodologs Research, cet. 2 (Yogyakarte: Andi Offset, 1989), I: 42.
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Bab pertama, seperti halnya karya ilmiah lain, maks dalam penulisan skripsi ini
penyusun memulainya dengan pendahuluan yang meliputi latar belakang masalah, pokok
masalah, tjuan dan kegunaan, telaah pustaka, kerangka teoretik, metode penelitian dan
sistematika pembahasan.

Bab kedua, mengenai penjelasan teori-teori kewarisan secara vimm, karena
dalam pembahasan skripsi ini mengkaji mengenai kewarisan saudara kandung dengan
anak perempuan maka untuk lebih jelasnya penyusim terlebih dahulu menguraikan teori-
teori kewarisan secara umum, dan karena kewarisan saudara kandung dengas ansk
perempuan ini ada perbedasn pendapat maka penyusin menguraikan mengenai
pendapat ulama tafsir dan shli hadis.

Maka untnk lebih jelasnya dalem Bab T ini memmat tinjanan umuvm tentang
kewarisan, bagian pertama tentang asas-asas kewarisan yang terdiri dari pengertian
dan dasar hulwm kewarisan, mkun-rukun dan syarat-syarat pewarisan, sebab-sebab dan
halangan pewsrisan, ahli waris dalam tukum Islam, dan ketentuan bagian para shli
waris. Bagian kedua tentang kewarisan sandara kandung  dengan anak perempuan yang
terdiri dari desar hukum {pas), pendapat ahli tafeir dan pendapat ahli hadis.

Bab ketiga mengenai data-data serta objek penelitian yang akan dibahas, karena
pembahasan dalam skripsi ini merupakan jenis penelitian lapangan make penyusun akan
menguraikan mengenai data-data dan objek penelitian yang menjadi pokok kajian
penyusun dalam skyipsi ini, yaitu penyelesaian sengketa waris antara saudara kandung
dengan anak perempuan di Pengadilan Agama Kota Sukabumi, terdiri dari gambaran
umum Pengadilan Agama Kota Sukebumi, meliputi sejarah singkat berdirinya, strukiur

organisasi, susunan personalia dan kompetensi Pengadilan Agama Kota Sukebumi,
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selanjntnya proses pemeriksazn dan penyelesaian perkara kewarisan sandara kandung
dengan anak perempuan dan pertimbangan hukum serta putusan Pengadilan Agama Kota
Sukabumi terhadap perkara waris sandara kandung dengan anak perempuan.

Bab keempat, setelah memperoleh teori-teori kewarisan secara umum serta
data-data dari Pengadilan Agama Kota Sukabumi, maka dalam bab ini menjelaskan
analisia keahliwarisan sandara kandung dengan anak perempuan dalam putusan No.
52/Pdt G/1999/PA. Smi.

Bab kelima, adalah penutup terdiri dari kesimpulan dan saran-saran, ditambsh

dengan lampiran-lampiran.



BAB I

TINJAUAN UMUM TENTANG KEWARISAN

A. Aras-azas Kewarisan

1. Pengertian dan Dasar Hukum Kewarisan

Kewarisan berasal dari kata waris. Menurut bahasa, waris berasal dari kata:

le)'-"J . ‘GJJ ) G\)‘J' EJJJ - [ij'EJJ Gy

Secara bahasa, kata warasa memiliki beberapa arti;

a Mengganti, tercantum dalam surat al-Nami, 27:16, artinya Sulaiman menggantikan
kenabian dan kerajasn Dawud, serta mewarisi ilmu pengetahiannya

b. Memberi, tercantum dalam surat al- Zumar, 39:74.

¢. Mewarisi tercantum dalam surat Maryam, 19:6 %

Adapun kewarizan menurut istilah Fugaha adalah sebagai berikut;

a Muhammad Ali As-Sabuni dalam kitsbnya al-Mawaris Fi Asy-Syari’ah al-
Islamiyyah mengatakan bahwa kewarisan adalsh “berpindabnya hak milik orang
yang meninggal dunia kepada para ahli warisnya yang masih hidup baik yang
ditinggatkannya ity berupa harta bergerak maupun hak-hak mennit hukum syara™ >

b. Dalam buku Fighu! Mawaris karangan Prof T.M. Hasbi ash-Shiddieqy, Mawaris

adalah jama’ dari miras. Adapun miras, ir§, wir$, dan aurus adalah semakna

D Luis Ma'luf, Kemus al-Munjid (Beirut: Maktabah al-Kasulikiyysh, 1977), hlm. 895.

# phmad Rofiq, Hidnwom Klam di bdonesia (Jekerts: Raja Grafindo Persada, 1997),
him. 355,

* Muhammad Al es-Sebund, A-Mawars fi asy-Syarf'ah ai-Elamiyyah (Damaskos: Dir at-
Qalam, 1415 H/1989 M), him 34.

20
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dengan maurus yaita harta peninggalan orang yang telah meninpgal dmia yang
diwarisi oleh ahli warisnya. ¥

c. Menurut M. asy-Syarbiny dalam bukunya Mugnil Muhta/ sebagaimana dikutip oleh
Fathurrahman dalam bukunya [lmu Waris mengatakan bahwa {lmu waris adalah: _

Ilmu figih yang berkaitan dengan pembagian harta pusaka pengetahuan

tentang cara perhifungan yang dapat menyampaikan kepada pembagian harta pusaka
dan pengetahuan teatang bagian-bagian yang wajib dari harta peninggalan untuk
setiap pemilik harts pusaka.

Dalam kamus Bahasa Indonesia, waris adalah yang berhak menerima harta
pusaka dari orang yang meninggal dunia.?

Sedangkan dalam Kompilasi Hulkum Islam di Indonesia, hukum kewarisan
adalah: “hukum yang mengatur tentang pemindahan hak kepemilikan harta peninggalen
pewaris, menenfukan siapa-siapa yang berhak menjadi ahli waris dan beberapa
bagia:my.a masing- masin‘i_zr,”-’D

Hukum kewarisan Islam pada dasamya bersumber kepada beberapa ayat al-
Qur’an sebagal Firman Tuhan yang diturunkan kepada Nabi Besar Muhammad SAW
dan Hadis Rasil yang terdiri dari ucapan, perbuatan dan hal- hal yang didiamkan
Rasul. Baik dalam al-Qur’an maupun Hadis-hadis Rasul dasar hukum kewarisan itu
ada yang secara tegas mengatur, dan ada yang secara tersirat, bahkan kadang- kadang
hanya berisi pokok-pokoknya saja_, adapun dasar atau sumber hukum kewarisan yang

terdapat dalam al-Qui’an, al-Hadis dan ijtihad adalah sebagai berskut

%} Hagbi ash-Shiddieqy, Figid Mawaris, cet. 1 (Jakarta: Bulan Bintang, 1973), him. 17.
% Fatchur Rehmen, Bmu Waris, cet. 2 (Bandung: PT. al-Ma'rif, 1981), him. 32.
% Kamus Besar Bahasa hdonesia (Jakarta: Balai Pustaka, 1989), him. 1008.

D Kompilasi Hukon Kiam di hdonesia Pasal 171 Huruf a.
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a Al-Qur’an
s Ll oY)y ol s e e gl
SN TP R PR FRRREIAIRC J-A DO
Ayat tersebut menegaskan bahwa apabila seseorang meninggal dunia, maka
ahli warisnya berhak atas harta peninggalan tersebut baik laki-laki manpun
perempuan. Mereka menjadi ahli waris dari orang tua dan kerabatnya baik sedikit

manpun banyak menurut ketentuan yang telah ada

e W lmed 4353 il e L0 Jenlliiad 5
” ' AB N3 D o s
Ayat int merupakan peringatan terhadap orang orang yang merasa takut
andaikata di belakang hari nantinya meninggalkan anak-anak dan cucu-cucunya
dalam keadaan lemah (tidak mempunyai harta benda), hendaklah berusaha keras
dengan {alan wasial mewasiatkan sebagian dari hartanya kepada anak dan atau cucu
yang lemah itu untuk kehidupannya kelak, biaya pendidikan dan sebagainya.
Sedangkan perincian yang jelas tentang kadar pembagian harta peninggalan

tersebut dijelaskan pada ayat berikut ini

U{ub u-\.«...:yj kﬁ-g}_«a;,\ﬂr{&j d uir&‘.o_,_,
o..b.\ Kuddwhuu{l!u\-ej L.;J;*L““
v rad! LS

oS ob W Mcﬁ.éwi&b‘ﬂﬁbd@@:

5 An-Nisg' (4): 7.

%) An-Nisa® (4): 9.

¥ An-Nisa' (4) : 11.
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b. Al-Hadis
Di samping ayat-ayat tersebut di atas, banyak sekali hadis yang mengatur
pewarisan dalam Istam, di antaranya adalah;
" S Y B Lala L 21, B
i (‘\“*‘J“"JK}‘ C:_U_,j J;@\M\@J,\_J
? 8 S ) s s <o 4 [y O
¢. Tjtihad
Meskipun Al Quan dan Suonsh Rasul telah memberikan ketentan
(erperinci tentang pembagian harta warisan, tetapi dalam bebérapa hal masih
diperinken ijtihad, yaitu pemikiran sahabat ateu wlama datem menyelesaikan kasus-
kasus pembagian warisan yang belum ada stan tidak disepakati. Misalnya terhadap

masalah radd atau ’‘aul, di dalamnya terdapat perbedaan pendapat, sejalan dengan

W) An-Nise® (4) : 12.

12} pn-Nise' (4) @ 176.

) abn Husein Muslim bin al-Hajjij al-Qusaery an-Nisaburl, Sahik Muslim, “Kitab al-
Faraid®, “Bab ai-Hiqu al-Faraida bi Ahliha Fama Bagiya Fali Aula Rajuhn Zakarin® (Bairut: Dar al-
Fikr, 1414 H/1993 M), T: 56. Hadis nomor 1615. Hadis Riwayat Muslim dari Ibis Abbas.

4 Bia., hadis nomor 1614,

1} Muharamad bin al-Kehlani, Subf! as-Saiam, Bab al-Faraid (Mesir: Mustafs al-Rab al-

Halabi wa Auladuh, 1059-1172 H), II-IV: $8-101. Hadis nomor 10. Hadis Riwayat Muslim dari
Usamaeh Bin Zaid.
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hasil ijtihad masing- masing sahabat, tabi'in atan ulama '?

Yang perlu dikemukakan di sim adalah, bahwa meskipun hukum kewarisan
yang sering disebut dengan faraid (ketentuan), adalah ketentuan yang dibakukan
bagiannya, dalam penerapannya sering dijumpai kasus-kasus yang menyimpang atan
tidak cama persis seperti yang dikehendaki 21-Qur’an. Misalnya mengenai bagian
warisan banci, harta warisan yang tidak habis terbagi kepada siapa sisanya
diberikan, bagian ibu apabila hanya bersama-samsa dengan ayah dan suami atan istri
dan sebagainya '”

2. Rukun-rukum dan Syarat-syarat Kewarisan.

Aturan waris Islam mempunyat tiga rukun, yakni ;

1. Muwarris, yaitu orang yang meninggal, hartanya berhak dipusakai daripadanya oleh
orang {ain.

2. Waris, yeitu orang yaﬁg ada hubungan dengan orang yang telah meninggal, dengan
sesnaty sebab menerima waris seperth kekerabatan (hubungan darah) dan
perkawinan.

3. Maurus, yaitu harta waris dari orang yang meninggal harta ini dalam istilah figih
dinamakan; maumé, miras, irs, taras dan tarikah.'®

Sedangkan syarat-syarat pewarisan, memerlukan syarat-syarat sebagai berikut:

a Matinya muwaris {orang vang mempusakakan)

b. Hidupnya waris {orang yang mempusakai) disaat kematian muwans, dan

c. Tidak adanya penghalang-penghalang waris (mawdani ul ir5i).'?

18} Abmnad Rofiq, fadaun Blom di donesia, him. 382,

D phmad Azhar Basyir, Hdaon Waris Klam, edisi ke I{ (Yogyakarta: Fakultas Ekonomi
UH, 1990}, hirn. 10.

1) T M. Hasbi ash-Shiddieqy, Fighud Meweris, hlm. 42.

1) Fatehur Rahman, Emux ., him 79,
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3. Sebab-sebab dan Halangan-halangan Kewarisan
Sebalb-gebab kewarisan, yaifu sebab-sebab yang menyebabkan seseorang
menerima waris yang berlaku di dalam syari‘at Islam dan tetap hidup, ada tiga perkara;
a Perkawinan, yakmi: perkawinan yang benar yang masih berjalan rapi antara suami-
istri, baik pada hakikatnya, ataupun pada hukemnya di waktu wafat salah seorang
dari suami istri ifu. Perkawinan ini adalah suatu sebab dari salah seorang dari suami
istri menerima pusaka dari yang lain, walanpun belum terjadi percampuran diantara
keduanya
b. Kekerabatan yang sebenarnya, yaitu: hubungan darah yang mengikat para waris
dengan muwaris (orang yang diwarist hartanya). Kekerabatan ini dinamakan,
nasabah hakiki.
Orang-orang vang mengambil pusaka dengan jalan kekerabatan ini ada tiga
macam:

1) Ashabul Furud (waris-waris yang menerima begian tertentu  dari harta
peninggalan)

2) Asahah "Usubah nasabiyah Asabatur nasabiyak (waris-waris yang tidak
mempunyai bagain fertents, tetapt mengambil sisa tarikah setelah diberikan
bagian-bagian ashabui furud).

3) Zavnil Arham (waris-waris yang tidak masuk ke dalam golongan ashabul Jurud
dml”azgébah)

¢. Hubungan Wala’ yaitu waris-waris yang diikat oleh ‘wsubah sababiyah {garabak
hukmniyyah, kekerabatan pada hulum), sebagaimana dikatekan wala'n! itgi dan
wala'un ri'mati, yaita ‘usubeh yang disebabkan oleh pemerdekaan. Yakni ikatan

yang mengikat orang yang memerdekakan, vang dikatakan ‘@ttig, disebabkan
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limpahan ni'mat yang memerdekakan yang dilimpahkan atasnya, yaitu dikembalikan
kepadanya kemerdekaan dan kemanusiaan yang sempurna ®

Mengenai sebab-sebab kewarisan melalui hubumgan wale’ ini, sekarang
sudah tidak ada lagi, karena pengertian dari wala’ it adalah usubah yang bukan
disebabkan karana adanya pertalian nasab, tetapi disebabkan karena adanya sebab
telah membebaskan budak. Sementara pada saat int perbudakan itu sudah tidak ada,
maka secara otomatis sebab kewarisan melalni hubungan wala® ini sekarang sudah
tidak ada.

Mengenai sebab-sebab mewarisi ini, Azhar Basyir menambahkan, tujuan
Istam (Jikatul Islan?), yaitm baitul mal (perbendaharaan negara) yang menampung
harta warisan orang yang tidak meninggalkan ahli waris sama sekali dengan sebab
tertentn,”

Adapun yang dimaksud dengan halangan pewarisan ialzh: tindakan atau hal-
hal yang dapat menggugurkan hak segseorang untuk mempusakai beserta adanya
sebab-gebab dan syarat-syarat mempusakai.

Penghalang pewarisan ada 4 macam, yekni:*
Perbudakan

Perbudakan adalah suatu hal yang menjadi penghalang waris, berdasarkan

adanya petumjuk unmun dari suafs nas yang sarii yang menafikan kecakapan

bertindak seorang budak dalam segala bidang, yaitu:

29 Heashi ash-Shiddieqy, gkt ., him. 42-44.
2 pghar Bagyir, Hkum . him 15,

22 Fatchur Rahman, Srme | him 83,
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{5 P AT K lon i s Mis i 0
Mafhum ayat tersebut menjelaskan bahwa budak ite tidak cakap mengurust kak milik
kebendaan dengan jalar apa saja.
. Pembunuhan
Jumhurui Fugaha felah sepakat pemdapatnya unfuk menetapkan bahwa
pembunuban itu, pada pringipnya menjadi penghalang waris bagi si pembmmuh
terhadap harta peninggalan orang yang telah dibunubnya.®® Hal ini berdasarkan pada
sebuah hadis:
’ &35 & el 0 d;;U.U u-“-;‘J
Di samping itu, karena pembunuh telah berbuat untuk mempercepat dalam
mendapatkan warisan dengan cara membumib, maka pembunuh dilarang untuk
mewarisi. Sepertt dilarangnyé orang yang membunuh anak pamannya untuk
mendapatkan warisan, hal ini tercantum dalam ayat al-Qur’an:
eSS RS L e 4y L €416 Luds 25 3),
Menurut golongan Hanifiyah, pembunuhan yang dapat menghalangt dari
mendapat warisan adalah pembunuhan sengaja, tersalab, serupa dengan sengaja dan
yang disamakan dengan tersalah
Menurut golongan Malikiyah, pembunuhan dengan sengaja sajalah yang

dapat menghalangi dari mendapat warisan, lainnya tidak.

2 pn-Nahl (16) : 75.
™ Fatchur Rahman, Zra ., him. 83.

% Muhammad bin al-Kahlani, Subid as-Salam, Bab al-Fardid, hadis ke 10, him. 101. Hadis

Riwayat an-Masd'i dan ad-Daru Quini dart Umar bin Su'aib.

2% pl-Bagarsh (2) : 72.
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Menurut golongan Hanabileh, semwa pembunshan yang menyebabkan qisas
atau diyat, atau kafarat, dapat menghalangi dari mendapat warisan lainnya tidak.

Sedangkan memurut golongan Syafi'iyah, pembunuhan dengan segala
macammnya menghalangi dari mendapat warisan, sekalipun pembunuhan dilekuken
karena persaksiannya atan menambsh kesaksian. ™

¢. Perbedasn Agama

Yang dimaksnd dengan berlainan agama ialah berlainan agama yang menjadi

kepercayasan antara orang yang mewarisi dengan orang yang mewariskan.”

Dasar hukum berlainan agama sebagai mani ‘ul irsi adalah Hadis Rasulullah

7 AL RIE N, s A G

Waris mewarigi merupakan alat penghubung untuk mempertemukan ahli

SAW:

warig dengan orang yang mewariskan disebabkan adanya kekuasaan perwalian dan
adanya jalinan rasa tolong menolong antar keduanya. Oleh karena keduanya terdapat
perbedaan-perbedaan dalam hak kebendaan, seperti hak untuk memilikinya,
menguasainya den membelanjakannya sebagaimana yang distr menurut agama
mereka masing-masing, maka kekuasaan perwalian antara mereka menurut hukum

tidak ada lagi.

D puhammad Al ash-Shabuni, Hidown Waris Elam, alih bahasa Dre. Sarmin Syukur, cet. 1
{Surebaye: Al-Tkhlag, 199%), him, 61.

) Patchur Rehman, Bme ., him. 95,

™) Muhammad bin al-Kehleni, Subid as-Salam, hadis nomor 2, him. 98, Hadis Riwayat
Muttafaq " Alaih dari Usamah bin Zaid
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4. Ahlk Waris dalam Huloum Kewarisan Islam

Ahli waris adalah seseorang atau beberapa orang yang berhak mendapat bagian

dari harta peninggalan, ahli waris dapat digolongkan menjadi beberapa golongan atas

dasar tinjauan dari segi kelaminnya dan dari segi haknya atas harta warisan,

Dari segi jenis kelaminnya, ahli waris dibagi menjadi dua golongan, yaitu ahli

waris laki-laki dan ahli waris perempuan

a Ahli waris laki-laki

1)
2)
3)

4)

5)
6)
N

8)

9

Ahli warts laki-laki terdiri dari:
Ayah.
Kakek (bapaknya ayah) dan seterusnya ke atas dari garis laki-laki.
Ansk laki-laki.
Cucu laki-laki (anak dari anak laki-laki) dan seterusnya ke bawah dari garis
1aki-laki.
Saudara laki-laki kandung {(seibu seaysh).
Saundara laki-laki seayah.
Saundara laki-laki seibu.
Kemenakan laki-laki kendung (ansk laki-laki sandara laki-laki kandung) dan
seterusnya ke bawah dari garis laki-laki.
Kemenakan laki-laki seayah (anak laki-laki sandera lski-laki seaysh) den

seterusnya ke bawah dari garis laki-laki.

10) Paman kandung (sandara laki-laki kendung ayab) dan seterusnya ke atas dari

garis laki-laki.
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11) Paman seayah (sandara iaki-laki seayah saja) dan seterusnya ke atas dari garis
laki-taki.

12) Sandara sepupn laki-laki kendung (=2nak laki-laki paman kandung) dan
seterusnya ke bawah dari garis laki-laki. Termasuk di dalamnya anak paman
ayah, anak paman kakek dan seterusnya dan anak-anak keturunannya dari garis
laki-taki.

13) Saudara sepupu laki-laki geayah (anak laki-laki paman seayah) dan seterusnya
ke bawah dari garis laki-laki termasuk seperti yang disebutkan padano. 12.

14) Suami. |

15) Laki-laki yang memerdekakan budak { mu tig )

. Ahli warig perempuan

Ahli waris perempuan terdiri dari:

1} Ibn

2) Nenek {ibunya ibu) dan seterusnya ke atas dari garis perempuan.

3} Nenek (ibunya ayah) dan seternsnya ke atas dari garis perempuan, atan berturut-
| turut dari garis laki-laki kemudian sampai kepada nenek, atan berturut-turut dari
garig [aki-laki lalu bersambung dengan berturut-fturut dari garis perempuan.

4) Anak perempuan.

5} Cucu perempuan (anak perempuzn dari anak laki-laki) dan seterusnya ke bawah
dari garis taki-laki.

6} Saudara perempuan kandung,

7) Saudara perempuan seayah.

8) Saudara perempuan seibu.
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%) Isten.
10) Perempuan yang memerdekakan budak (7 tigah). **

Selanjutnya ahli waris dari segi haknya atas harta warisan terdiri dari:
Ahli waris zawil furid
Ahli waris zawil ﬁ:rﬁg’ ialah yang mempunyai bagian-bagian tertentu sebagaimana
disebutkan dalam al-Qur’an ataw Sunnah Rasul. Seperti yang telah disebutkan,
bagian-bagian tertentu itu ialah 2/3, 1/2, 1/3, 1/4, 1/6 dan 1/8.

Ahli waris yang termasuk 2awil furud ada 12 orang yaitu: suami, istri, ayah,
ibu, anak perempuan, cucu perempuan (dari anak laki-laki), saudara perempuan
kandung, sandara perempuan seayah, sandara laki-laki dan perempuan seibu, kakek
dan nenek.*

. Ahli waris asabah

Sebagaimana telah dijelaskan di atas bahwa ahli waris ada zawi/ furid, dan
ada yang ‘asabah. Asabah ialah: shli waris yang tidak memperoleh bagian tertentu
tetapi mereka berhak mendapatkan seluruh harta peninggalan jika tidak ada zawi!
furiid dan atan berhak mendapatkan selurub sisa harta peninggalen setelah dibagikan
kepada zawil firud, atau tidak menerima apa-apa karena harta peninggalan sudsh
habis dibagikan kepada zawi! furud. Ahli waris ‘asabah ada tiga macam:

1) ‘Asabah bin nafii
Yakni ahli waris yang berhak mendapat semua sisa harta secara langsung dengan

sendirinya, bukan karena bersama-sama ahli waris lain. Mereka berjumlah 12

orang:

3 pAhmad Azhar Basyir, Figkon ., him. 24-25.

3 Bid, him 25-26.
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a) Anak laki-laki.
b) Cucu laki-laki dari anak laki-laki.
¢} Bapak, dengan demikian bapak memperoleh firud dan juga memperoleh
’a.'sabak.
d) Kakek (sama dengan bapak).
e) Saudara laki-laki sekandung.
f) Saudara laki-laki sebapak
g) Anak saudara [ak-laki yang sekandung.
h} Anak sandara laki-laki yang sebapak.
i) Pamean (saudara bapak yang sekandung).
i) Paman {saudara babak yang sebapak).
k) Anak laki-laki paman yang sekandung dengan bapak.
1) Anak laki-laki paman yang sebapak dengan bapzk.
Apabila ahli warig tersebut ada semua, maka didahulukan yang lebih
" dekat pertatian kelunarganya dengan yang meninggal.
2) Asabah Bil Gair
Yakni ahli waris yang berhak mendapatkan senma sisa harta karena bersama ahli
waris yang lain. Mereka semua ada 4 orang:
a) Anak perempuan menjadi asabah karena ada sandaranya yang laki-laki atan
bersama anak laki-laki.
b) Cucu perempuan karena bersama cucu laki-laki.
¢) Saudara perempuan sekandnng menjadi asabah jika bersama dengan saudara

laki-laki sekandung
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d) Sandara perempnan sebapak jika bersama dengan sandara laki-12ki sebapak.
3) Asabah Ma'al Gair

Yakni ahli waris yang berhak menjadi asabah bersama-sama ahli waris yang lain

yakni:

a) Saudara perempuan sekandung seorang atan lebih bersama anzk perempuan
atan bersama cucu perempuan.

b) Sandara perempuan sebapak bersama-sama dengan anak perempuan atan cucu
perempuarn.

Mengenai pembagian waris yang masuk kepada Asabah ma'a al-gair
ini, ada perbedaan pendapat di kalangan para ulama Ikbtilaf ini terjadi
khusnsnya antara Ibn Abbas dan Ibn Zubair di sah: pihak dengan jumhur utama
di pihak lain, untuk lebih jelasnya adalah sebagai berikut:

" .
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Dengan memahami pendapat Ibn Abbas dan Ibn Zubair sebagaimana
penjelasan di atas, jelaslah babwa sandara perempuan sekandung tidak akan
mendapatkan harta warisan jika bersama-sama dengan anak perempuan.

Berbeda dengan pendapat jumhur ulama yang menjelaskan babws
bagian anak perempuan adalah seperdua dengan cara firud dan bagian

gandara perempuan seperdua dengan cara sisa {fa 'sib).

M Tbn Kesir el-Qurasyi ad-Dimasqyi, Tafsir al-Qur'an ai-'4zim (Beirut: Dar al-Andalus,
t),I:593. :



34

wiww\ TENRITICIIINEIEY
umlbyﬁ\u@\w quJJ\.:

Pendapat ini sesuai juga dengan hadis Rasul sebagai berikut:
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. Zawil Arham
Yakni ahli waris yang tidak berhak mendapat bagian tertentn (fi:riid}), dan juga tidak
berhak mendapat asabah karena pertalian dan hubungan kekeluargaannya telah janh
Sebagian ulama dan sahabat Nabi berpendapat bahwa, apabila shli waris yang
mendapat bagian tertenfu tidak ada, demikian juga ‘asabah, atan warigan itu masih
tersisa setelah dibagikan kepada ahli waris yang ada, maka tarikah tersebut dibagi-
bagikan kepada rakim yang lebih dekat hubungannya dengan mawaris’? Mereka

berpendapat demikian dengan dasar ayat al-Qur’an sebagai berikut:

ey utédué—ﬂ-u &y‘f@*axq-by‘bjw
e {5 o 4! &)
. Ketentnan Bagian Para Ahli Warls

Ketentuan bagian ali waris zZaw!! fizrild telah ditetapkan berdasarken aturan nas

al-Qur’an dan Hadis sebagai berikut:

) Bid,

3) pl-Bukhari, Sakith al-Bukhari, Béb Miras Ibnati bnin Ma' a Abnetin (Beirut: Dir al-Fikr,
1981}, VIL: 6.

%5) Hasnieh Aziz, Hidum Warisan Dalam Klam, cet. I (Solo: Remadhani, 1987), him. 30-33.

*) Al-Anfal (8} : 75.
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a. Ketentuan bagian ayah
Ketentuan bagian ayah ada tiga macam.
1) Mendapatkan 1/6, apabila bersama-sama dengan anak laki-laki atan cucu laki-
laki dari anak laki-laki.
2) Mendapat 1/6 dan ‘asabah, apabila bersama-sama dengan anak perempuan atan
cucu perempuan dari anak laki-laki.
3) Manjadi asabah, apabila tidak ada anak atau cucn dari anak laki-laki.
{Lihat an-Nisa’: 11)
b. Ketentuan bagian ibu
Ketentuannya ada tiga macam
1) Mendapat 1/6 apabila bersama-sama dengan anak atan cucu dari anak Jaki-laki
atau dua orang saudarz baik seibu seaysh, atau seayah, ataupun seibu saja atau

lebih

2} 1/3 apabila tidak ada anak, cucu dari ansk laki-laki, atanpun dua orang (lebik)

sandara seperti tersebut di atas.
3} Mendapatian sepertiga ketinggalan, apabila bersama-sama dengan ayah beserta
suami atan istri.
(Lihat an-Nisa’: 11)
¢. Ketentuan bagian kakek
Kakek (ayah dari ayah) ketentuannya sama dengan ketentuan-ketentuan ayai dalam
hal si ayah tidak ada, kerena ia mahjub oleh ayah Kecuali jika bersama-sama

dengan saudara geibu weayah, atau seayah ataupun dalam masalah “Gharewain”,

maka ketentannya adalah berlainan dengan ayah.
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d. Ketentian bagian suami
Ketentuan bagian snami ada dua macam
1) Mendapatkan 1/4 apabila bersama-sama dengan anak atan cuen dari anak laki-
laki.
2) Mendapatican 1/2 apabila tidak ada anak atas cucn dari anak taki-laki.
(Lihat an-Nisa’: 12)
e. Ketentuan bagian istri
Ketentuan bagian istri adalah dua macam
1} Mendapat 1/8 apabila bergama-sama dengan anak atan cucu dari anak taki-laki.
2} Mendapat 1/4 apabila tiada enak atau cucu dari anak laki-laki.
(Lihat an-Nisa’: 12}
f Ketentuan bagian anak perempuan
Ketentmannya ada tiga macam
1) Mendapat 1/2 kalau hanya seorang dan tidak ada anak aki-laki.
2} Mendapat 2/3 bagian, kalan dua orang anak perempuan atan lebih serta tidak ada
anak laki-laki.
3} Tertarik menjadi asabah bila terdapat anak laki-laki, tentang bagiannya, anak
laki-laki dua lipat dari anak perempuan
g Ketentuan bagian cucu perempuan dari anak laki-laki
Ketentuan bagiannya ada lima macam
1} Mendapatkan 1/2, kalan hanya seoreng dan tidek ada ansk, lagi tidak ada waris

yang menarik menjadikan asaba’ kepadanya.
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2) Mendapatkan 2/3, kalan dua orang atau lebih dan tidak ada anak, lagi tidak ada
wariy yang menarik menjadikan asadah kepadanya.

3) Mendapatkan 1/6 jika seorang atan lebih jika bersama-sama dengan seorang anak
perempuan {yakni untuk menyempurnakan bagian 2/3).

4) Tertarik menjadi asabah oleh cucu laki-laki dari anak laki-laki yang bersamamn
tingkatanuye (sama halnya cucu laki-laki tersebut sandaranya sendiri atau anak
pamannya, lagi telah mempunyai bagian tertentu atan fidak mempunyai).

Dan juga tertarik menjadi asebah oleh cucu laki-laki dari jurusan anak laki-laki
yang lebih bawah tingkatannya{cuca buyut) apabila tidak mempunyai bagian.

5) Mahijubd (terhalang) oleh:

a} anak laki-laki;
b) dua anak perempuan atau lebih jika tidak ada yang menarik asabah kepadanya
seperti nomor 4 tersebut.
h. Ketentuan bagian saudara perempuan seibu seayah.

Ketentuan bagiannya ada lima macam

1) Mendapatkan 1/2, hanya seorang apabila tidak ada anak, cucu dan aysh serta
tidak ada ahli waris yang menarik menjadi asabah kepadanya (seperti no. 3 dan
4 di bawah ini).

2) Mandapatkan 2/3, dus orang atan lebih, dengan tiada anak, cucn dan ayah serta
tidak ada yang menarik manjadi asabah kepadanya

3) Tertarik menjadi asabah oleh samndara laki-laki seibu seayah atau oleh kakek

(disebut asabah bil gair).
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4) Menjadi asabah karena yang lain {asabah ma'al gair) yaita wmtuk seorang atan
lebih karena bersama-sama dengan anak perempuan atau cucu perempuan dari
anak laki-laki. Seperti telah dijelaskan di muka, keduduken sendara perempuan
kandung dengan anak perempuan terdapat adanya beberapa perbedaan pendapat
di kalengan para ulama, seperti pendapatnya jumhur ulama yang mengatakon
kedudukan sandara perempuan dalam hal penerimaan waris mendapsat asabah
karena yang lain (adanya anak perempuan). Berbeda dengan pendapat Tbn Abbas
yang berpendapat saudara perempuan {ukhfun) tidak mendapat apa-spa jika
bersama-gama dengan anak perempuan.

5) Mahjub (terhalang) oleh:

a) ayah
b) anak laki-laki atan cucu laki-laki dari anak laki-laki.
i. Ketentan bagian sandara perempuan seayah
Ketentuan bagiannya ada enam macam yaitu
1) Mendapatkan 1/2, hanya seorang ketika tidak ada anak, cucu, sasdara seibu
| geayah, dan ayah, demikian pula tidak ada yang menarik manjadi ‘asabah
kepadanya.

2} Mendapatkan 2/3, dua orang atau lebih dengan syarat sebagaimana no. 1 tersebut.

3) Tertarik menjadi 2sabah oleh saudara laki-laki seayah atan nenek laki-laki.

4) Mendapatkan 1/6, seorang atan lebih ketika bersama-sama dengan seorang
samdara perempnan seibu seayah (yait untuk menyempurnakan begian 2/3).

5} Menjadi ‘asabah ma'al gair, yaitu scorang atan lebih, karena bersama-sama

dengan anak perempuan atan cucn perempuan. Adanya perbedaan pendapat para
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ulama mengenai ‘asabah ma'a al-gair ini telah dijelaskan dalam pembahasan
gebelumnya.
6) Mahjub (terhatang) oleh:

a) Ayah.

b) Anak laki-laki atan cucu laki-laki.

¢) Dua orang {lebih) saudara perempuan seibu seayah bila tidak yang menarik
‘asabah kepadanya.

d) Seorang sandara perempuan seibu seayah ketika bersama-sama anak
perempuan atan cucu perempuan.

e) Saudara laki-laki seibu seayah.

j-  Ketentuan bagian sandara seibu laki-laki atan perempuan

Saudara seibu baik laki-laki ataupun perempuan ketentuan bagiannya ada tiga

maca:

1) Mendapatkan 1/6, hanys seorang ketikz tidak ada ayab, nenek laki-laki lagi
tidak ada anak aten cucu dari anak laki-laki.

2) Mendapatkan 1/3, dua orang atau lebih ketika tidak ada ayah seterusnya seperti
tersebut pada no. 1.
3} Mahjub {terhalang) oleh:
2) Ayah.
b} Kakek.
¢) Anak

d) Cucu dari anak laki-laki.*

3N Muhernmad Anwer, Faraid Hdoom Waris dalam Elam dan Masalah-masalahnya
{Surabaya: al-Ikhlas, 1981}, him.
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B. Kewarisan Saudara Kandung dengan Anak Perempuan

1. Dasar Hukum (Nas)
Sesuai dengen kajian yang aken dibahas oleh penyusun berdasarkan sengketa

waris yang terjadi di PA. Sukabumi antara saudara kandung dengan anak perempuan
pewaris, di bawsh ini beberapa ayat al-Qur’an yang menjelasken tentang nes-ns

kewarisan khususnya mengenai kewarisan saudara dan anak beserta keturunannya.
Ayat-ayat yang menjadi pokok penalaran ulama daiam masaloh kewarisan ini

adalah: surat an-Nisa’ ayat 11, 12 dan 176. Ayat-ayat tersebut berbunyi:
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*) An-Nisa’ (4) 1 11.
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2. Pendapat Ahli Tafsir
Mengenat sebab turunnya ayat 11 dan 12 surat 22-Nisa’, Imam at-Tabrani
menuliskan beberapa riwayat. Sebab langsungnya adalah pengaduan istri S2’ad
kepada Rasulollah, karena saudara Sa'ad telah mengambil semmua warisan tanpa
menyisakan gedikitpun unfuk anak-anak perempuannya Riwayat lain mengatakan
ayat-ayat itn turon untuk membatatkan praktek Jahilish, yang hanya memberikan
warisan kepada laki-laki dewasa yang sanggup pergi berperang 7
-Abii Bakr al-Jassas, seorang mufassir bermazhab Hanafl mengatakan, dari
sebab langsung di atas (kasus anak perempusn Sa'ad Ibn ar-Rabi’ (beliau
menyebuinya Sabit Tbn Qais)) dapat diambil petunjuk bahwa adat masyarakat Arab
Jahiliah tidak batal sebetum diubah oleh nag.®
Uraian int disanggsh oleh Thn al-"Arabi, penulis tafsir ayat ahkam bermazhab

Maliki. Menurut beliau, kasus anak perempuan Sa'ad memberi petimjuk bshwa

*) An-Nisa’ (4) : 12.
9 An-Nise' (43 : 176.
U Ap-Tabari, Tofsir at-Tabari (Beirut: Dar al-Fikr, 1978), IV : 185.

13 Al-Jassss, Arkdm al-Qur‘an (Beirut: Dar al-Kitab el-" Arebi), 1T : 79.
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praktek-praktek Jahilish yang berlaku di awal Islam tidakleh mempunyai kekuatan
hukum. Sekiranya praktek tersebut mempunyai kekuatan hukum tentu Rasul tidak
akan membatalkannya. ®

Tbn Kagir, yang dikenal sebagai pengikut ta/sir bi al-ma'siir memberikan
keterangan tentang nilai hadis kasus anak perempnan Sa’ad di atas. Menurut beliz,
di dalam sanad hadis ini terdapat nama “Abdullah Tbn Muhammad Ibn "Agil yang
tidak diketahni keadaannya Tidak ada riwayat apapun tentang kualitas pribadinya;
nama ini hasya dikenal melatui hadis yang dia riwayatkan. Karena itu, nilai hadis
ini, menurut belian paling tinggi hanyalah hasan.®

At-Tabari mengatakan, al-walad mencakup anak laki-laki dan perempuan,
yang besar dan yang kecil. Menurut belian, anak perempuan tidak berhak mendapat
lebih dari bagian yang telah ditentukan (1/2 atan 2/3) karena demikian difirmackan
Tuhan Sisa warisan harus diserahkan kepada ‘a.‘s'abah.@

Al-Kiya al-Harrasi pun sependapat dengan pendahulunya bshwa al-walad
gecara hakiki banyalah mencakup anak kandung. Keturunan melalui geris laki-laki
masuk ke dajam arti walad hanyalsh secara majasi.*

Mardassir berikuinya, Iba al-"Arabi memberikan penckanan yang berbeda

Memurut beliau, hakekat dari a/-walad adalah asalnya, yaitu sufbi (sumsum) seorang

N Al-Yasa Abu Baker, Akl Waris Sepertalian Darah, Xajion Perbandingen Terhadap
Penalaran Hazairin dan Penalaran Fikih Madzhab (Jakerta: INTS, 1998), him, 83.

* Ivn Kabir al-Qurasyl ad-Dimasyqi, Tafiir ai-Qur’an al-'Azim (Beirut: Dar al-Andalus,
11}, I:212.

43) py-Tabéri, Tafsir at-Taban., him. 187.

5) pl-Yasa Abu Rakar, Ahli Wans ., him 85,
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laki-laki; baik langsung (dunya) mavpun tidak langsung (ba'id). Karena itu hanya
mencakup ketirunan garis laki-laki. ™

Pada periode berikutnyz Abu Hayyan mengatakan bahwa inti dari al-walad
adalah al-waladiyyah atau at-tawallud (keanakan), karenanya mencakup yang laki-
laki dan perempuan, yang besar dan yang kecil bahkan janin®

Rasyid Rida, seorang pemulis tefsir di awal abad kedua puluh ini,
menambahkan beberapa Keterangan baru. Memurt belian, adanya kesepakatan
bahwa hanya ketiurunan dari garis Jaki-laki yang akan mewarisi sekiranya tidak ada
anak kandung, adalah karena nasab ditarik melalui garis laki-laki® Belian juga
menegaskan kembali, behwa berdasarkan penentusn dua orang anak perempuan
berhuk atas dna pertiga warizan, dan satu orang anak berhak atas seperdus warisan,
dapat dipahami bahiwa anak perempuan tidak berhak menghabiskan warisan Siga
harta tersebut harus diserahkan kepada ‘asabah ™

Beralih kepada mufassir di Indonesia, ditemukan beberapa ulama, misalaya
Hasbi, Hamka dan A Halim Hasan.

Secara umum sekiranya dibandingkan dengan uraian ulama-ulama di atas,
tidak ada sesuatu yang khas Indonesia yang mereka berikan. Hagbi, misalnya tidak
menjelagkan siapa yang dimaksud dengan keturunan (apakah hanya garis laki-laki

atan juga mencakup garig perempuan), begitu juga hubungan antara orang tua dan

D Bid., him. 85.
“) Abu Hayyen sl-Andelusi, al-Bahr af-Mubit (Beirut: Dar al-Fikr, 1978), 10 : 180
) Rasyid Rida, Tafsir al-Qur‘an al- Hakim (Kairo: Maktabsh al-Qahirah, tt), VI : 106.

0 Bid., hlm. 415.



kakek serta tidak pula menyinggung masalah “asabah.’® Hamka memberikan vraian
yang lebih luas. Beliau menyatakan bahwa al-walad mencakup apak lak-laki dan
perempuan serta kehtrunan melalui garis laki-laki >

Khusus mengenai saudara dan kalalah, al-Jagsas menyatakan bahwa aysat 12
mengatur hak kalalah sandara seibu berdasarkan riwayat dari Sa’ad Tbn Abi
Wagqqas, bahwa dalam ayat ini ada tambahan min al-‘um (seibu) sesudah kata ql-
akh, yang kemudien dinasakhkan bacasnnya Ayat 176 mengatur hak Fkalalah
saudara kandung atau yang seayah Jadi sandara baru askan mewarisi apsbila
keturinan dan orang tua sudzh tidak ada Tetapi arti ini tidak diterapkan secara
ketat, karena ada hadis-hadis yang menyataken bahwa sandara berhak menjadi
‘asabah ketika tidak ada anak (keturuman) laki-laki dan ayah. Para sahabat sepakat
menjadikan sandara laki-lski (kandung atau seayah) sebagai “asaba#, tetapi berbeda
pendapat tentang hak ‘asabah (ma'a al-gair) sandara perempuan. ITbn “Abbas
menolak hak ‘esabah saudara perempuan tersebut, karena dia anggap bertentangan
dengan surat an-Nisa’ ayat 176 dan Hadis yang dia riwayatkan sendiri yang hanya
menerima orang laki-laki sebagai ‘asabah.™
. Pendapat Ahli Hadis

Dalam bagian ini penyusun akan menjelaskan hadis-hadis pokok tentang
kewarisan khususnya anak (al-walad) dan sandara (al-akh) berdasarkan pemahaman

sahabat dan ulama pensyarah hadis.

31) Hasbi ach-Shiddieqy, Tafsir an-2r, cet. 3 (Jakarta: Bulan Rinteng, 19703, V1: 42-44.
72} Haroka, Tafsir al-Azhar (Jakerta: Yayasan Nuru! Islem, 1984), IV : 318.

0 Al-Jassis, Ahkam al-Qur'dn (Beint: Dar al-Kitab al-" Arabi), him. 113,
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Adapun hadis yang menjelaskan waktu trunnya surat an-Nisa’® ayat 176
adalah:

A
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Sedangkan hadis yang menjelaskan tentang hak sandara perempuan untuk
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menjadi “asabah ma'a al-gair adalah:
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Hadig ini diriwayatkan oleh al-Bukhari, Abu Dawud, at-Turmmzi dan Ton
Majsh. At-Turmuzi menilainya sebagai hasan sahih, sedang vang lainnya tidak
memberi komentar, dengan demikian sanad hadis ini dianggap memenuhi
persyaratan untuk dijadiken dalil *®
Peristiwa ini terjadi di Kufah di zaman Khalifah "Usman Ibn "Affan ketika

Abu Musa menjadi gubernurnya. Belieu diangkat “Usman menduduki jabatan

) an-Nawawi, Sahih Mislim bi Syarh an-Newawf, Cet. 2 (Beint: Dar ol-Fikr, 1972 M/
1392 H), X1 : 59. Hadis Riwayat al-Bukhari, Abu Dawud dan lain-lain dari a]-Berra,

5% Al-Kirmini, Sakih al-Bukhari bi Syarh al-Kirmani (Beirut: Dar al-Fikr, 1356 H/
1937 M), X1 : 162. Hadis nomor 6333. Hadis Riwayat al-Bukhari dari Abu Musa,

36 pl-Yasa Abu Bakar, 4kl Waris ., him 120.
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tersebut selang beberapa wakin setelah Tbn Mas'ud berhenti. Sedang Salman Ibn
Rabi'ah diangkat sebagai hakim untuk mendampingt Abu Musa.

Riwayat ini memmjukkan bahwa Abu Musa tidek mengetahui kepumsan
Rasul yang dirujuk oleh Ibn Mas'ud tersebut. Sebaliknya Iba Mas'ud tidak memberi
penjelasan tentang waktu dan duduk persoalan yang melatarbelakangi keputusan
Ragul itu, schingga terkesan ada ketidakjelasan yang memunglinkan perbedasn
penafsiran. Tetapi bagaimanapun kedua sahabat ini sepakat tentang safu hal, yaitu
gaudara perempuan menjadi “asabak kalau bersama-sama dengan anak perempuan.
Kesimpulan ini diterima oleh Jumhur sahabat, kecuali Tbn “Abbas, ada dua
kemungkinan alasan yang menyebabkan penolakan Tbn "Abbas ini. a) Tbn "Abbas
yakin bahwa hadis Tbn Mas'ud teleh dimansukh dengan ayat 176 itu. Hadis yang
menyatakan ayat 176 sebagai ayat yang terakhir turun dapat menguatkan
kemungkinan ini. b) Ibn "Abbas menganggap hadis Tbn Mas'ud merupakan kasus
khusus, sehingga tidak dapat digunakan untuk mentakhsis ‘am-kan al-Qur’an.
Kemungkinan ini didukung oleh ucapan Ibn Mas'ud sendiri, bahwa yang dia ikuti
adalah gada® (keputusan, perbuatan) Nabi, yang sering menunjukkan kepada kasus
khmsus.

Jumhur tidak menerima pendapat Tbn "Abbas karena, seperti telah dijelaskan,
cakupan lafaz al-walad dalam ayat 176 ity dibatasi hanya pada ansk laki-laki. Lebih
dari it dalam ayat dinyatakan bahwa * .. sandara laki-laki akan mewarisi sandara
perempuan sekiranya tidak ada ansk ... . Seandainya pendapat Tbn "Abbas betul,
maka sandara laki-lakipun tidak berhak mewarisi bersama-sama dengan anak

perempunan. Tetapi jumhur dan Ibn “Abbas tidak mengikuti ketentuan yang terakhir
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ini. Sermanya sepakat bahwa sandara laki-1aki berhak menjadi ‘asabah sekiranya
bersama-sama dengan anak (keturunan) perempuan. Disinilah kelemahan Ibn
"Abbag, dia menolak hak ‘asabah sandara perempuan tetapi tidak menolak hak
‘asabah saudara leki-laki.™

Pendapat jumhur (sahabat dan ulama) bahwa sandara perempuan berhak
manjadi “asebah ma'e al-gair didukung oleh hadis lain, riwayat da_n' Mur'az Ton

Jabal yang dirawikan oleh al-Bukhari dag Abu Dawud yang berbunyi:

.u&wou wa_U M&&cpw\ HER La.do«cu
CaM Ciad!y 45 W ! (‘L.. '

Peristiwa ini terjadi di Yaman, ketika Mu'az diutus Rasul menjadi gubernur
dizana Tidak ditemukan catatan kapan beliau mulai bertugas, Tetapi ada keterangan,
beliau pulang ke Madinsh setelah Rasul wafat. Dengem demikian ada alasan uniuk
berpendapat bahwa sekiranya keputusannys itt berdasarkan sunah Rasul, tentu sunah
yang terjadi sebelum dia bertugas ke Yaman; dan seandainya berdagarkan Ijtihad
gendiri, tenty hdak sempat dikonfirmasikan kepada Resul karena jarak Yeman ke
Madinah yang begitn jamh. Meneruskan jalan pikiran yang pertama, ada
kemungkinan bahwa keputusan Rasul itn terjadi sebelum ayat 176 turun. Antara lain
karena Ibn "Abbas mempertentangkannya dengan ayat 176. Walavpun tidak
ditenfuken riwayaf yang pasti, tidaklah terlaln janh wntuk berpendapat bahwa
keberanian Ibn "Abbas menentangnya adalah karena ia mengetahui tertib umut

peristiwanya

 pid ., hlm. 121-122.

*) Al-Kirmani, Sahik ., him. 165. Hadis nomor 6340, Hadis Riwayat al-Bukhéri dan Abl
Dawud dar1 Aswad.

) Al-Yasa Abu Baker, dhli Wars |, him 122



BAB I
PENYELESAIAN PERKARA SENGKETA KEWARISAN
SAUDARA KANDUNG DENGAN ANAK PEREMPUAN

DIPENGADILAN AGAMA KOTA SUKABUMI

A. Gambaran Umum Pengadilan Apama Kota Sukebumi
1. Sejarah Singkat Berdirinya
Sejarah adanya peradian felah dikenal sejak masa silam, karena didorong
oleh kebutuhan kemakmuran hidup den kejadian manusia itu sendiri,oleh karena itn,
peradilan felah dikenal sejak masa-masa pertama, dan tidak mungkin suafu
pemerintahan di dunia ini, apapun bentukmya, yang akan dapai berdiri tanpa
menegakian peradilan, karena tidak mungkinnya masyarakat manusia dapat
menghindari persengketaan, oleh karena itu pula maka peradilan dipandang suci
oleh semua bangse, dalam berbagai tingkat kemsjusnnya Karena menegakkan
peradilan berarti memerintahkan kebaiken dan mencegah bahaya kezaliman,
menyelamatkan sebagian mereka dari kesewenang-wenangan sebagian yang lain,
karena manusia fidak mmmngkin memperoleh kestabilan urusan mereka tanpa adanya
peradilan.
Sebagaimana diketahui bahwa Pengadilan Agama di Jawa Madura berdiri
sejak fahun 1882 sesuai dengan Surat Keputusan Raja Belanda No. 24 tanppal 19
Januari 1882 tentang Pengaturan Peradilan Agama di daerah Jawa dan Madwra.
Berdasarkan data-data yang ada bahwa Pengadilan Agama di Sukabumi telah
berdiri sebelum tahun 1882 yaitn tepatnya pada tahun 1870 dimana sebelumnya

Sukabumi disebut Distrik Guoung Parang Afdeling fermasuk Kabupaten Cianjur.
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Nama Sukabumi mulai dipakai pada tahun 1815 pada wakin ity Sukabumi betum
mempunyai Pemerintah Daerah sendiri dan masih termasuk Afdeling Cianjur yang
dikuasai oleh seorang Kontroleur. Kemudian pada tabun 1914 Sukabumi ditetapkan
sebagai bagian daripada Keresidenan Periangan yang disebut dengan istilah
Gemeente Sukabumi, dan sejak tabun 1926 Gemeente Sukabumi dijadikan daerah
otonom tersendiri.”

Pengadilan agama khususoya di Sukebumi pada waktu itn disebut Priester
Raad yang apabila diterjemahkan secara harfiah adalah Pengadilan Pendeta, karena
nama Priester dalam bahasa Belanda berarti Pendeta/Padri/Biksu, hal ini dapat
dimengerti kerena Pemerintah Belanda pada waktu itu menganggap bahwa para alim
ulama Isiam yang menjadi hakim pada Pengadilan Agama adaiah sama dengan
Pendeta/Padri pada agama Kristen. Kemudian Priester Raad mengalami perubshan
lagi menjadi Raad Agama berdasarkan Statsbiad 1937, pada tanggal 8 Maret 1942
terjadi pergantian kekuasaan di Hindia Belanda/Indonesia dengan menyerahnya
Pemerintah Hindia Belanda kepada Jepang Secara otomatis mulai pada waktu it
Indopegia di bawah kekuasaan Jepang dan Pangadilan Agama pun mengalami
perubzhan nema dari Raad Agama menjadi Soorya Hooin.

Kemudian dengan menyerahnya Jepang kepada Sekufu maka sejak dari
tanggal 17 Agustus tahun 1945 yaitu tepainya sejak diproklamasikannys Negara
Republik Indonesia berdasarkan bunyi pasal I aturan peralihan Undang-Usndang
Dasar 1945 maka peraturan perundang-undangan d;1 Jjaman Penjajehan Belanda yang

mengatur Peradilan Agama terus berlaku, hanya mengenai pengelolasnnya baik

B Pemerintah Kotamadya Daergh Tingkat I Sukebumi, Mengenal lebih dekat Xotamadya
Sukabrumi, 1994, him. 15.
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administratif manpun personalia yang tadinya di bawah wewenang Pemerintah
Daerah, maka dari sejak berdirinya Departemen Agama tanggal 3 Januari 1946
Pengadilan Agama berpindah menjadi wewenang Departemen Agama baik
administratif, maupun personalianys.

Walanpun Pengadilan Agama Sukabumi pada wakin itu sudsh berpindah di
bawah wewenang Departemen Agama, tetapi dengan masulmya kembali
pemerintah/peniajah Belanda yang terkenal! dengan tentara Nicanya, maka
Pengadiian Agama Sukabumi pada waktu it mulai kacau, karena banyak para
pemimpin daersh manpun para pejabat lainnya termasuk para pejabat Pengadilan
Agama yang pro kepada Republik Indonesia mengungsi masuk ke hutan.

Sekalipun nama Pengadilan Agama dirubah oleh Pemerintah Nica, tetapi hal
ini tidak berpengaruh sama sekali kepada status Pengadilan Agama yang sudah ada,
karena perubahan ini di luar dari Pemerintah Republik Indonesia yang syah.

Sepanjang data yang penyusun peroleh, bahwa Pengadilan Agama Sukabumi
sejak dahuln telah menempaii tempat sebelah Utara di samping Masjid Agung
Sukabumi menyewa bangusan BKM sampai dengan tahun 1972, pada pertengahan
tahun 1972 Masjid Agung Sukabumi dibongkar vntuk direhab dan kantor Pengadilan
Agama Sukabumipun ikut terbongkar maka pindah menumpang pada kantor
Departemen Agama Ko/Kab. Sukabumi yang terletak di Jalan Surya Kencana Nomor
24 Sukabumi. Karena di tempat tersebut di atas tidak sesuai dengan situasi dan
kondisi dimana Pengadilan Agama Sukabumi yang biasa melaksanakan persidangan-
persidangan, kemudian Pejabat Pengadilan Agama Sukabumi (wakin itu ketuanya

K. M. Iskoti} berusaha mengadaken konsultasi dengan pusat yang dalam hal ini
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kepada Direktorat Peradilan Agama di Jakarta (waktn itu A. Wasit Aulawi, MA)
mengusahakan sebuah gedung lhusus untuk Pengadilan Agama Sukabumi, namun
usaha tersebut mengalami kegagalan dikarenakan biayanya belum tersedia maka
akhimya dengan kebijaksanaan Ketua BKM Pusat, BKM Pusat memberi sebuah
gedung (bangunan toko) untuk ditempati kantor Pengadilan Agama Sukabumi yang
terletak di Jalan Printis Kemerdekaan Sukazbumi. Setelsh lkurang lebih 8 tahun
disana, maka Pengadiian Agama Sukabumi menempati gedung baru tersebut yaitu
dari tahun 1972 sampai dengan tahun 19&0, kemudian situasi mulai berubah lagi
getelah berlatunya Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan membawa
pengaruh kepada kelancaran tugas Dinas Pengadilan Agama Sukabumi dan ha! ini
dikarenakan ruangan tidak memadai letak gedung ada dipersimpangan jalan raya
yang cukup mengganggu dan memusingkan sedangkan volume perkara mengalami
peningkatan dari semula

Berkat hubungan baik Pejabal Pengadilan Agama Sukabumi dengan
‘Pemerintah Daerah Kotamadya Sukabumi dan Yayasan Masjid Agung Sukabumi dan
sesuai dengan DIP tzhun 1979/1980, alhamdulillsh Pengadilan Agama Sukabumi
bisa membangun gedung yang baru yang agak sesuai dengan apa yang diharapkan
yakni dengan biaya sebesar Rp. 11.500.000,- (sebelas juta lima ratus ribu rupiah)
berikut mebelemnya di atas tanah wakaf Masjid Agnng Sukabumi seluas 270 m® yang
terletak di samping Masjid Agung Sukabumi sebelah selatan Namun dengan
petunjuk sesuai dengan DIP tersebut dibangun seluas 150 m’

Pada pelaksanaanuya proses pembangunan relatif lebih singkat akhirnya

pada tanggal 30 April 1980 gedung tersebut telah terwmjud dan selesai 100%
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kemudian gedung tersebut diresmikan oleh Bapak H. Ichtianto SA., SH, selaku
Direktur Pembinaan Badan Peradilan Agama pada tanggal 17 Mei 1980 dan mulai
ditempati sejak tanggat 20 Mei 1980.

Kemudian sesuai dengan perkembangan jaman, maka pada jaman
kepemimpinannya Drs. Rahman Abror mengusahakan lagi tempat yang cukup luas
dan akhimya mendapatkan tanah baru di J1. Teman Bahagia seluas 1963 m’. Pada
jaman berikutnya yaitn pada masa kepemimpinar Drs. H Humaidi Husen
mendapatkan kesempatan proyek untuk Pengadilan Agama Sukabumi sekalipun
dalam pelaksanaan pembangunannya bertzhap.

Pada tahap pertama dengan biaya Rp. 128.000.000,- (seratus dua puluh
delapan juta rupiah) dipakai membangun sekitar 250 m® dan tidak lama kemudian
pindahlah kantor dari Jalan Masjid Agung Sukabumi ke kantor baru (Jalan Taman
Bahagia Kotamadya Sukabumi) dan memiliki status kelas I B.

Pada masa kepemimpinan Drs. H. Adam Murtagi ada kesempatan lagi
mendapatkan dana proyek untuk membangun pada termen kedua dan berhasi! dipakai
membangun seluas 90 m® dan alhamdulillah tidak lama kemudian selesai dan bisa
dignnakan sampai sekarang. Tlah secara ringkas sejarsh berdirinya, serta

pengembangan Peradilan Agama Sukabumi sejak berdirinya hingga sekarang ®

2. Struktur Organisasi Pengadilan Agama Kota Sukabumi
Struktur organisasi Pengadifan Agama secara hirarki instansional diatur

dalam pasal 6 UU No. 7 tahun 1989. Linglamgan PA terdirt dari 2 tingkat:

7 Data diambil dardi dokumen Pengadilan Agemna Kota Sukaburmi, tanggal 28 September
2000.



2 Pengadilan Agama yang merupaken pengadilan tingkat pertama

b. Pengadilan Tinggi Agama, yang merupakan pengadilan tingkat banding

33 -

Pengadilan tingkat pertama maksudnya ialah pengadilan yang bertindak

menerima, memeriksa dan memutus setiap permohonan atau gugatan pada tahap

paling awal ? Pengadilan Agama dilarang menolak unhik menerima, memeriksa dan

memutuskan perkara yang disjukan kepadanya dengen dalil apapun (sesuai dengan

pasal 56 UU No. 7/ 1989)

Adapun struldur organisasi Pengadilan Agama Kota Sukabumi adalah

sebagai berikut:

Strultur Organisasi PA Kota Sukabumi®

KETUA

WAKIL KETUA

il Do

/ Sekretaris |

i |
Waki! Panifera Whala! Sekrefaris
I I 1 |
Ur. Kepan Ur. Kepan| | Ur. Kepan Ka Ur Ka¥r |.|] Kauwr
Permohonan Gugetan Hukum Umum | |Kepegawaian Keuangan

* Yehya Harehep, Keduchekan Kewenangan dan Acara Peradilan Agama (Jekerta: Pustaka
Kartini, 1998}, him. 62.

%} Dokumen Pengadilan Agama Xota Sukabumi, sesuai dengan keputusan Menteri Agema RI
No. 313, talun 1990.




54

Dalam hal ini struktur Pengadilan Agama adalah sama di seluruh Indonesia
setelah berlskunya Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 sesuai depgan kelas

masing-masing Pengadilan Agama di setiap wilayah Kabupaten atan Kotamadya.

. Susunan Personalia Pengadilan Agama Kota Sukabumi

Adapun susunan personalia Pengadilan Agama Kota Sukabumi ketika

penyusun melakukan penelitian adalah sebagai berikut:

Ketua : Drs. H. Adam Murtaqi
Wakil Ketua : Drs. I Moenadjat Wiraatmadja
Hakim : 1. Dra Hj. Nikmah Arifin, SH

2. Drs. H. Sumitra, SH

3. Dra. Evis Nurjanah

4. Drs. A Hidayat, SH

5. Drs. AD, Mulyana, SH
Panitera/sekretaris  : Oman, S.Ag
Wakil Panitera : B. Subendi, S.Ag
Wakil Sekretaris : A. Nadjmndin

Urusan Kepaniteraan Permohonan : Acmad Chotib Asmita, S.Ag

Urusan Kepaniterasn Gugatan : Dre. H. Isep Sadeli
Urusan Kepaniteraan Hukum : Suparman, S.Ag
Kepala Urusan Umum : Dra. Ayi Farihat Afiyati
Kepala Urusan Kepegawaian : Sayuti, S.Ag

Kepala Urusan Keuangan : Unang Sanust
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4. Kompetensi Pengadilan Agama Kota Sukabumi
a. Kompetensi Absolut Pengadilan Agama Kota Sukabumi

Setelah berlakunya UU No. 7 tahun 1989, maka kompetensi PA di seluruh
Indonesia adalabh sama dalam hal kompetensi absolutmya, sedang kompetensi
relatifiya adalah sesuai dengan wilayah Kabupaten/kota masing-masing,

Kompetensi absolut artinya kekuasasn pengadilan yang berhubungan
dengan jenis perkara atau jenis pengadilan atau tingka! pengadilan, dalam
perbedaannya dengan jenis perkara atan jenis pengadilan atau tingkatan
peugadilan lainnya, misalnya: Pengadilan Agama berkuasa atas perkara
perkawinan bagi mereka yang beragama Islam sedangkan bagi selain Islam
menjadi kekuasaan Pengaditan Umum.? Hal ini dijelaskan dalam UU No. 7 tahun
1989 pasal 2 vaifu Peradilan Agama merupakan salah satu pelaksana kekusasaan
kehakiman bagi rakyat pencari keadilan yang beragama Islam mengenai perkara
perdata tertentu yang diatir dalam Undang-undang ini.

Pengadilan Agamalah yang berkuasa memeriksa dan mengadili perkara
dalam tingkat pertama, tidak boleh langsung berperkara di Pengadilan Tinggi
Agama atay di Mahkamazh Agung® Kekuasaan Absolut Peradilan Agama
disebutkan dalam pasal 49 (1) UU No. 7 tahun 1989, yaitu:

Pengadilan Agama bertogas dan berwenang memeriksa, memutus dan
menyelesatkan perkara-perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang
beragama Islam di bidang:

1). Perkawinan

2). Kewarisan, wasiat dan hibah, yang dilakukan berdasarkan hukum Islam
3). Wakaf dan shadagsh

% Roihan A Rasyid, Bdaon Acara Peradilan Agama (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada,
1996), him. 27.

9 Bid., hlm. 28.



56

Ketentuan dalam pasal di atas dipertegas kembali pada penjelasan umum
angka 2 alema ketiga UU No. 7 tahun 1989 dunana disebutkan bahwa:

Pengadilan Agama merupakan pengadilan tingkat pertmma untuk
memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara-perkara antara orang-orang

yang beragama Islam di bidang perkawinan, kewarisan, wasiat, hibah, wakaf dan
shadagah berdasarkan hukum Islam.

Kemudian dalam pasal 50 disebutkan:

Dalam hal terjadi sengketa hak milik atan keperdatasn lain dalam
perkara-perkara sebagatnana vang dimaksud dalam pasal 49, maka kbusus
mengenai obyek yang menjadi sengketa tersebuf harus diputus lebih dahutu oleh
pengadilan dalam linglamgan Peradilan Umum.

Mengenai bidang perkawinan diatur dalam UU Ne. 1 tahun 1974, sesuai
dengan pasal 49 (2) UUD No. 7/1989, yaitu: Bidang perkawinan sebagaimana
yang dimaksud dalam ayat (1)} huruf a ialah hal-hal yang diatr dalam atan
berdasarkan Undang-undang mengenai perkawinan yang berlaku.

Khusus mengenai berlakunya hukum perkawinan Islam bagi mereka yang
beragama Islam, secara tegas disebutkan dalam pasal 2 ayat 1 UU No. 1 tahun
1974 tentang perkawinan yang menentukan:

Bahwa perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-
masing agamanya dan kepercayaannya. Dengan demikian maka hal-hal yang
belum diatur dan tidak bertentangan dengan Undang-undang Perkawinan ini, tetap
berlaku mepurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya. Maka
bagi warga negara Indonesia yang beragama Islam yang hendak melakukan

perkawinan supaya sah harus dilaksanakan menurut ketentuan hukum perkawinan
Islam.

Dengan demikian maka pasal 2 ayat 1 Undang-undang Perkawinan inj
dapat dipakai sebagai dasar hukvm berlakunya hukum perkawinan Islam di
Indonesia sebagai peraturan-peraturan khusus disamping peraturan-peraturan
umum yang telah diatur dalam Undang-undang Perkawinan, untuk warganegara

Indonesia yang beragama Islam.
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Adapun yang dimaksud dengan bidang perkawinan yang diatur dalam UU

No. 1 talwn 1974 diantaranya adalah meliputi perkara-perkara:

1). Izin beristri lebih dari gseorang

2). lzin melangsungkan perkawinan bagi orang yang belum berusia 21 tahus,
datam hat orang tua atan wali atan keluarga dalam garis lurus ada perbedaan
pendapat.

3). Dispensasi kawin.

4). Pencegahan perkawinan

5). Penolakan perkawinan oleh Pegawai Pencatat Nikah”

Adapun bidang kewarisan, diahuw mepurit pasal 49 ayat (1) UU No. 7
tahun 1989 yang berbunyi:

Bidang kewarisan sebagaimana yang dimaksudkan dalam ayat (1) huruf b,
iatah penentuan siapa-siapa yang menjadi ahli waris, penentusn mengenai harta
peninggalan, penentuan bagian masing-masing ahli waris dan melaksanakan
pembagian harta peninggalan tersebut.

. Kompetensi Relatif Pengadilan Agama Kota Sukabumi

Kekuasaan relatif diartikan sebagat kekuasaan pengadilan yang safu jenis
dan satu tingkatan, dalam perbedaannya dengan kekuasaan pengadiian vang sama
jenis dan sama tingkatan lainnya® Hal ini dijelaskan dalam pasal 4 ayat (1) UU
No. 7 tahun 1989 berbunyi: “Pengadilan agama berkedudukan di kotamadya atau

di ibukota kabupaten, dan daerah hukumnya meliputi wilayah kotamadya atau

kabupaten”.

T bid., him. 30.

®) bid., him. 25.
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Pada penjelasan pasal 4 ayat (1) berbunyi: “Pada dagarnya tempat kedudukan
Pengadilan Agama ada di kotamadya atau ibukota kabupaten, vang daersh
hukumnya meliputi wilayah kotamadya atau kabupaten, tetapi tidak tertufup
kemungkinan adanya pengecualian.”
Adapun yang menjadi wilayah kakuaéaan / yurisdiksi Pengadilan Agama
Sukabumi meliputi 5 (lima) kecamatan, yaitu:
1). Kecamatan Cikole yang terdiri dari 2 desa dan 4 kelurahan
2). Kecamatan Gumung Puyung yang terdiri dari 1 desa dan 3 kelurahen
3). Kecamatan Citamiang yang terdiri dari 5 kelurahan
4). Kecamatan Warudoyong yang terdin dant 2 desa dan 3 kelurahan
S). Kecamatan Baros yang terdiri dari 13 desa.”
B. Proses Pemeriksaan dan Putusan Perkara Kewarisan Saundara Kandung dengan
Anak Perempuan

Peradilan Agama adalah peradilan negara yang sah, di samping sebagai
peradilen khusus, yalmi peradilan Islam di Indonesia yang diberi wewenang oleh
peraturan perundang-undangan negara, untuk mewujudkan hukum material Islam
dalam batas-batas kekuasaannya.

Pasal 54 UU No. 7 tahwm 1989 temtang Peradilan Agama menyatakan:
“Hukum acara yang berlaku pada Pengadilan dalam lingkungan Peradilan Agama
adalah Hukum Acara Perdafa yang berlaku pada Pengadilan dalam lingkungan
Peradilan Umum, kecuali yang telah diatr secara khusug datam Undang-undang ini”.

Perkara-perkara dalam bidang perkawinan berlaku hukum acara khusus dan
selebihnya berlaks Hukam Acara Perdata pada umumnya Hukum acara khusns ini

% Data diperoleh dari dokumen Pengadilan Agama Kota Sukebumni, tangal 30 September
2000.



. 58

meliputi kewenangan relatif Pengadilan Agama, pemanggilan, pemeriksaan
pembuktian dan biaya perkara serta pelaksanaan putusan.
Adapun proses pemeriksaan dan penyelesaian perkara gugatan hak waris

antara saudars kandung dan anak perempuan yang terjadi di PA Kota Sukabumi

adalah sebagai berikut:

1. Tahap Penerimaan Perkara
Bagi seseorang yang akan mengajukan perkara waris, maka pihak pemohon/
Penggugat dapat mengajukan gugatannya secara tertulis bagi mereka yang dapat
membaca dan menulis. Adapun isi surat gugatan yang merupakan syarat
diterimanya gugaten harus meliputi; identifas Penggugat yang meliputi nama
umur, agama, alamat dan pekerjaan.

Berdasarken hal di atas, maka dalam perkara hak waris sandara kandung
ini (perkara No. 52 Pdt.G/1999/PA.Smi) Penggugat yang terdiri dari
H DJUNAEDI bin H. OYON MARTAWIRIA, umur 64 tahun, agama Islam,
Pensiunan Perumka, tempat tinggal di Ji. Arief Rahman Hakim Komplek Perumka
Nomor 8, Rt 02 / 10 Kelurahan Kemiri Muka Kecamatan Beji Kotamadya
Depok, dalam hal ini selain bertindak untuk diri sendiri juga berdasarkan surat
kuasa Nomor: 06/KS/1999/PA.Smi tanggal 30-3-1999, juga bertindak untuk dan
atas nama:

8. ONENG HASANAH, umur 69 {shun, agama Islam, tidak bekerja, bertempat

tinggat di Kampung Puja No. 62 Rt. 01 / 09 Kelurahan Bojong Kecamatan

Majalays Kabupaten Bandung,



b. SASMITA, umur 63 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, bertempat
tinggal di BTN Mega Indah JI. Sekar Kemuning Blok O No. 5 Rt. 04 / 65
Kelurahan Karya Mulya Kecamatan Kegambi Kotamadya Cirebon.

c. Hj. YAYAH RUKOYAH, umur 61 tahun, agama Jslam, fidak bekerja,
bertempat tinggal di J1. Deudeul No. 5 Rt. 05 / 07 Kelurahan Bantarjati
Kecamafan Bogor Utara Kotamadya Bogor.

d. NENENG SUPADMI, umur 54 tahun, agama Islam, pekerjasn Pegawai
Negeri Sipil, bertempat tinggal di Nyomplong Gg. H. Abdullah, No. 32
Rt 01 / 02 Kecamatan Warndoyong Kotamadya Sukabumi.

Selanjutnya disebut “PARA PENGGUGAT™.

Telah mengajukan gugatan melalui surat gugatannya tertanggal 4 Mei 1999 yang

terdaflar di Kepaniternan Pengadilan Agama Sulkabumi di bawsh register perkara

No. 52/Pdt.G/1999/PA.Smi. Melawan OOM HALIMAH binti IDIM, umur 33

tahun, agama Islam, pekerjaan dageng, bertempat tinggal di JI. Nyomplong

Nomor 48 Rt. 04 / 02 Kelurahan Nyomplong Kecamatan Warudoyong Kotamadya

Sukabumi serta 2 (dua) orang anak yang berada di bawah pengurusammya vaitu

masing-masing:

a VIOLA binti UTANG DJALANTIR, umur 4 tahun, agama Islem, bertempat
tingal di JI. Nyomplong No. 48 Rt 04 / 02 Kelurahan Nyomplong Kecamatan
Warndoyong Kotamadya Sukabumi {anak kandung).

b. MARLI, umur 11 tshun, agama Islam, pelajar, bertempat tinggal di JI.
Nyomplong No. 48 Rt. 04 / 02 Kelurahan Nyomplong Kecamatan Warudoyong
Kotamadya Sukabumi (anak angat).

Selanjutnya disebut “TERGUGAT”
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Selain identitas para pihak yang telah digebutkan di atas, selanjutnya para
Penggugat mengajukan surat gugatan atan fakta-fakta atan hubungan hukum yang
terjadi antara kedua belah pihak, biasa disebut bagian posita, posita tersebut
berbunyi;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

a Bshwa, Bapak . OYON MARTAWIRIA bin H HAMBALI telah menikah
secara szh dengan TITING RUKMIAH pada tanggal 10 Agustis 1922
sebagaimana Kutipan kedua kali dari Buku Kutipan No.: N/J-11/1/639/248/
tanggal Januari 1979 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Kota Sukabumi
Utara Kotamadya Sukabumi.

b. Bahwa, selama berumsh tangga antara H. OYON MARTAWIRIA dengan
TITING RUKMIAH di Nyomplong Kodya Sukabumi teleh dikarunia 6 (enam)
orang anak, masing-masing:

1) ONENG HASANAH (perempuan)

2} H. DJUNAEDI (laki-laki)

3) SASMITA (laki-laki)

4) Hj. YAYAH RUKOYAH (perempuan)
5) NENENG SUPADMI (perempuan)

6) UTANG DJALANTIR (laki-1aki)

¢. Bahwa, UTANG DJALANTIR telah menikah dengan secorang perempuan
bernama OOM HALIMAH binti IDIM (Tergugat) pada tanggal 25 September

1977 dan selama berumah tangga telah dikarunia seorang anak perempusn
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bermama VIOLA binti UTANG DJALANTIR, umur 4 talm, dan telah pula

mengangkat seorang anak angkat bernama MARLI (perempuan) umur 11 tahun.

d. Bahwa selain telah dikanmia seorang anak kandung dan seorang anak angkat,
juga selama rumash tangganya antara UTANG DJALANTIR dan OOM
HALIMAH telah pula terkumpul harta berupa:

1) Sebuah bangunan rumsah dan toko di ates tansh seluas + 56 M? sertifikat
No. 89, an. OOM HALIMAH (Tergugat) yang terletak di JI. Nyomplong
No. 48 Rt 04 / 02 Keluorshan Nyomplong Kecamatan Warudoyong

Kotamadya Sukebumi, yang sekarang dilmasai oleh Tergugat, dengan batas-

batas sebagai berikut:
Utara : Rumah Tbu Atik
Timur - Jalan Nyomplong

Selatan  : Gg. H. Maksudi
Barat : Ma. Aceh
Dengan taksiran harga Rp. 40.000.000 (empat puluh juta rupiah)
2) Sebidang tanah seluas 100 M? yang terletak di Kampung Nagrak Rt 04 / 08

Kelurghan Benteng Kecamatan Warndoyong Kotamadya Sukabumi, dengan

batas-batas:
Utara : Gang Bapak Oman
Timur - Tanzh Ibu Sela

Selaten  : Tenah Bapak Djupri

Barat : Gang Baru
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3) Sebuah rumah petak ukuran 9 x 5 = 45 M? yang terletak di J1. Nyomplong
Gg. L Abdullah Neo. 32 Rt. 01 / 02 Kelurahan Nyomplong Kecamatan
Warudoyong Kotamadya Sukabumi, dengan batas-batas:

Utara : Selokan / parit

Timur : Rumah petak Neneng Supadmi

Selatan  : Rumah Hj. Aceu Sarah

Barat : Gang

Dengan taksiran harga Rp. 8.000.000 (delapan juia rupiah)

4) Sebuah kendarasn roda empat Merk Sumki tahun 1980 dengan taksiran
harga Rp. 5.000.000 (lima juta rupizh)

. Bahwa UTANG DJALANTIR telah meninggal duniz pada hari Mingeu

tanggal 6 Desember 1998 di RS. Bunut Sukabumi, karena sakit jantung,

berdasarkan surat kematian No. 474.3/09/04.1001 tanggal 24 Maret 1699,

Bahwa kedua orang tua almarhum UTANG DJALANTIR meninggal dunia

terlebih dahniu.

. Bahwa sewaktu meninggal dunia, meninggalkan ahli waris, yaitu:

1) OOM HALIMAH binti IDIM (istri)

2) VIOLA binti UTANG DJALANTIR (anak perempuan)

3) ONENG HASANAH binti H. OYON MARTAWIRIA (sandara alm )

4) H. DJUNAEDI bin H. OYON MARTAWIRIA (saudara alm )

5) SASMITA bin H. OYON MARTAWIRIA (sandara alm.)

6) Hj. YAYAH RUKOYAH binti H. OYON MARTAWIRIA {saudara alm )

7} NENENG SUPADMI binti . OYON MARTAWIRIA (saudara alm )



h. Bahwa almarhum UTANG DJALANTIR selain meninggatkan ahli waris
gebagaimana tersebut di atas, juga meninggalkan seorang anak angkat bernama
MARILL

i. Bahwa oleh karena sejak almarhum UTANG DJALANTIR meninggal dunia
gampai dengan sekarang belum diadakan pembagian atas harta peninggalan
almarhum bagi ahli waris almarhum dan persoalan ini tidak dapat kami
selesaikan secara damai dan baik-baik, maka demgan ini Penggugat
menyerahkan perkara ini kepada Bapak Ketia Pengadilan Agama Sukabumi
untak menyelesaikan pembagian terhadap harta peninggalan almarhum
UTANG DJALANTIR. berdasarkan hukum Faraidh

j. Bahwa demi untnk menjamin keselamatan harta peninggalan tersebut karena
dikhawatirkan Tergugat akan menjual satau memindsh tangankan/
mengasingkan harta peninggalan fersebut kepada pihak lain, maka dengan ini
Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Sukabumi untuk
meletakkan Sita Jaminan (Censervatoir Beslag) atas harta peninggalan yang
menjadi perkara tersebut.

k. Bahwa dengan alasan-alasan yang telah Pengengat uraikan di atas, serta bukti-
bukti yang akan Penggugat ajukan pada saatuya naati, Penggugat mohon kepada
Bapak Ketua Pengadilan Agama Sukabumi Cq. Majelis Hakim yang
memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memberikan putusan sebagai
berikut, setelah menyebutkan bagian posita sebagaimana dijelaskan di sias,

gugatan masuk ke bagian petita, yakni;
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PRIMER
a. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya.
b. Menyatakan seh dan berharga Sita Jaminan (Conservatoir Beslag) terhadap
semua obyek sengketa point d 1) sampai dengan d.4) tersebut di afas.
¢. Menetapkan bahwa:
1) OOM HALIMAH binti IDIM (isteri}
2) VIOLA binti UTANG DJALANTIR (anak perempuan}
3) ONENG HASANAH binti H OYON MARTAWIRIA (saudara alm.}
4} H. DJUNAEDI bin H. OYON MARTAWIRIA (ssudera alm )
5} SASMITA bin H. OYON MARTAWIRIA (saudara alm )
6) Hj. YAYAH RUKOYAH bin H. OYON MARTAWIRTA (gaudara alm. )
7} NENENG SUPADMI binti H. OYON MARTAWIRIA (saudara alm.)
Adaiah akli waris almarhum Utang Djalantir bin H. Oyon Martawiria.
d. Menetapkan bahwa Marli (11 tahun} adalah anak angkat almarhum Utang
Djalasntir bin H. Oyon Martawiria yang sah.
e. Manetapkan bahwa harta kekayaan berupa:
1), Sebuah bangunan rumah dan toko di atas tanah seluas + 56 M? sertifikat
No. 89, an. OOM HALIMAH (Tergugat) yang terletak di JI. Nyomplong
No. 48 Rf. 04 / 02 Kelurahan Nyomplong Kécamatan Warudoyong
Kotamadya Sukabumi, vang sekarang dikuassai olel Tergugat, dengan
batas-batas sebagai berikut:
Utara  : Rumah Ibu Atik

Timur  : Jalon Nyomplong
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Selatan : Gg. H. Makeudi
Barat : Masyarakat Acah
Dengan taksiran harga Rp. 40.000.000 (empat pufuh juta rupiah)

2) Sebidang tanah seluas 100 M? yang terletak di Kampung Nagrak Rt 04 /
08 Kelurahan Benteng Kecamatan Warudoyong Kotamadya Sukabumi,
dengan batas-batas:

Utara : Gang Bapak Oman
Timur : Tanah Ibu Sela
Selatan : Tanah Bapak Djupri
Barat : Gang Baru

3) Sebuah rumah petak ukuran 9 x 5 = 45 M® yang terletak di JI.
Nyomplong Gg. HL Abdullah No. 32 Rt 01 / 02 Kelurahan Nyomplong
Kecamatan Warudoyong Kotamadya Sukabumi, dengan batas-batas:
Utara  : Selokan / parit
Timur : Rumab petak Neneng Supadmi
Selatan : Rumah Hj. Aceu Sarsh
Barat : Gang
Dengan taksiran harga Rp. 8.000.000 (delapan juta rupiah)

4) Sebuah kendaraan roda empat Merk Suzuki tahun 1980 dengan taksiran
herga Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah)

Sebagai objek harta waris.
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[

Menetapkan pembagian harta bersama ternebut, setengah bagian adatah hak
almarhum Utang Djalantir bin H Oyon Martawiria dan setengah bagian
|agi adalah hak Oom Halimah (Tergngat).

g. Menetapkan bagian masing-masing ahli waris dan anak angkat dari harta
peninggalan almarhum Utang Djalantir bin H. Oyon Martawiria.

h. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan obyek sengketa tersebut di atas
kepada pihak-pihak yang berhak menerimanya yaitu para ahli waris dan
anak angkat lamarhum Utang Djalantir.

SUBSIDER

Apabila Peradilan Agama Sukabumi berpendapat lain, mohon putusan yang

geadil-adilnya.

Di samping surat gugatan di atas syarat lain dalam mengajukan perkara
waris adalah telah membayar ongkos biaya perkara dan biaya pemsnggilan
biaya media massa dan yaog lainnya yang tercanfum dalam SKUM, setelah
menerima berkas perkara, oleh Sub. Kepeniteraan diadakan pengecekan
kelengkapannya Berkas perkara yang sudah lengkap diperiksa oleh Ketua PA
Sukabumi, kemudian dicatat dalam catatan khusus. Selambat-lambatnya tiga
hari setelah diterimanya perkara tersebut, kefua/wakil ketua PA Sukabumi
kemndien menunjuk Majelis Hakim melalui surat penetapan Majelis Hakim
dalam perkara ini. Ketua PA Sukabumi menunjuk Majelis Hakim yang terdiri
dari hakim ketua: Drs. ED. Luthfie, SH serta hakim anggota yaity: Drs. A

Hidayat dan Drs. H Sumifro, SH."®

19 ‘Wawancera dengen Bapek Drs. IL Sumitro, SH (Hekim PA Sukebumi) pada teanggel 2
Oktober 2000.
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Berdasarkan Penetapan Majelis Hakim, maka majelizs hakim yang
bersangkutan kemudian menetapkan hari sidang melalui surat penetapan
selambat-lambatnya dalam wakin duz minggn setelah perkara diterima Ketua
PA. Dan sekaligus menunjuk panitera/panitera pengganti yang akan membantu
majelis hakim dalam persidangan Panitera/panitera pengganti inilah yang
bertugas untuk mencatat dalam daftar agéiida gideng, membuat dan
menandatangani surat panggilan sidang. Adapun yang melakukan pemenggilan
terhadap pihak yang berperkara yaitu juru sita/juru sita pengganti yang telah

ditmnjuk oleh Ketun PA Sukabumi melalui cara yang patit dan resmi.

2. Tahap Pemeriksaan Dalam Sidang

Datam sidang pertama yang telak ditentukan, Penggugat/kuasa Penggugat
datang sendiri menghadap di muka gidang, demikian juga Tergugat datang sendiri
menghadap di muka sidang, karena kasus ini termasuk perkara gugatan, maka
selanjutnys majelis berusaha untuk mendamaiken kedua belah pihak, namun upaya
damai dart pihak majelis hakim ini tidak berhasil, oleh karema itu, maka
dibacakan gugaten Penggugat (bagian posita).

Terhadap gugatennya tersebut pihak Penggugat tetap mempertahankan
gugatannya, dan terhadep gugaten Pengougnt tersebut, Tergugat telah mengajukan
jawaban atas dalil-dalil gugat Penggugat Iz juga mengajukan gugat balik
(rekonpensi) terhadap Penggugat. Dalam hal demikian maka kedudukan Tergugat
dalam konpensi juga menjadi Penggugat dalam rekonpensi, dan sebaliknya

Penggugat dalam konpenst juga Tergugat dalam rekonpensi.
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N Adapun jawabannya, tergugat menyataken bahwa gugatan yang
diajukan olel: Penggugat itu tidak benar dan tidak berdasarkan hulum yeng
bepar, Tergugat membenarkan bahwa Pengpugat ad;zlah kakak kandung
almarhum Utang Djalantir, sedangkan Utang Djalantir adalah suami Tergugat
yang telah meninggal dunia pada tanggal 6 Degember 1989, namun Tergugat
membantah etas pengakuan Penggtigat yang mengaku sebagai ahli waris dan
berhak etas harta warisan almarhum tersebut Sedangkan dalam rekonpensi
menyebutkan secara umum bahwa gugatan yang diajukan oleh penggugat
konpensi {Penggngat asal) terhadap Tergugat konpensi (Tergugat asal), tidak
beralasan hukum yang benar dan tidek berdasarkan atss itikad baik dan
gugatan Penggugat konpensi lebih bermuatan dendam dan benci. Pengaugat
koopensi lebih senang melihat Tergugat konpensi beserta ansk-anak yang
masih dibawah umur mendapat kesusahan. Hal ini mengakibatkan baik secara
materiil maupun secara immaleril (moral) Tergugat kompensi/Penggugat
rekonpensi sangat dirugikan sekali. Oleh karena itu Pengaugat rekonpensi
mengajukan ganti rugi sebesar Rp. 165.000.000,- (seratus enem pulch lima
juta rupigh), kemudian pihak Penggugat rekonpensi memohon kepada
Pengadilan Agama Sukabumi untuk meletakkan sita jaminan {Conservatoir
Beslag) terhadap barang-barang / harta kekayasn milik para Tergugat
rekoapensi.

Berdasarkan hal-hal tersebut di etas, Penggugat rekonpensi meminta
kepada majelis hakim untuk memutusican:

a. Mengabulkan gugatan Pengengat rekonpensi sehmuhnya
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b. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (Conservatoir Beslag) terhadap
tanah/ rumah milik para Tergugat rekonpensi dan sebagainya.
Demikian secara umum gugatan yang disebutkan dalam rekonpensi.
Terhadap jawaban Tergugat di atas maka Penggugat mengajukan
Replik yang pada paris besamya Replik Penggugat tersebut menyatakan bahwa
Penggugat tetap pada gugatannya demikian juga terhadap Replik Penggugat
teraebut, Tergugat telah mengajukan Duplik secara tertulis yang pada garis
besamya menyatakan bahwa Tergugat tetap membantah semua dalil yang

dikemukakan para Penggugat dalam gugatan dan Repliknya

3. Tahap Pembuldian
Pembukfian ini bertujuan untuk memperoleh kepastian bahwa suam
peristiwa / fakta yang disjukan itu benar-benar terjadi, guna mendapatkan putusan
hakim yang benar dan adil. Oleh karena ifu maka Penggugat di muka sidang telah
mengajukan alat-alat bukti berupa:
- Bukfi-bukfi surat diantaranya- |
a Hal obyek sepgketa
b. Foto Copy kutipan kedua kali dari buku register nikah orang tua para
Penggugat tahun 1922
¢. Foto Copy SK pensiun bagi ayah para Penggugat dan sebagainya.
‘Bersamaan dengsn pelaksanasn penyitasn yang dilakukan Jurusita PA

Sukabumi, telah dilakukan juga pemeriksaan setempat (disceate) dimana menurut
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hasil pemeriksaan tersebut, kedua obyek tersebut baik vkuran, letak dan batas-
batasnya telah sesuai dengan keterangan Penggugat dalam gugatannya.

Di samping alat bukti surat dan pemeriksaan di tempaf, Pengpugat
mengajukan juga bukt saksi-gaksi, yang terdiri dari: A Sugandi bin H. Ismail,
dan Rogyid bin Abdullah Kawi. Terhadap bukti-bukti dari pihak Penggngat di
atas, Tergugat membantahnya dan kemudian mengajukan alat-alat bukti berupa:

2 Bukti surat, yang terdiri dari:
1} Foto Copy surat pemberitahuan pajak terutang (SPPT) Nomor. 32, 72, 020,
002, 009-0117.0 / 99-2, tanggal 1 April 1999 atas nama Tergugat
2} Foto Copy surat perﬁyataan jual beli sementara sebelum diaktakan, dan
sebagainya.

Selain mengajukan bukti surat, demi memperkuat dalil-dalil bantahannya

Tergugat juga mengajukan sakei-waksi yaita: Erod bin Sukria, Ano bin Omar dan

Among Nurdin bin Ma'ruf

. Tahap Putusan Hakim

Setelah Pengadilan Agama memeriksa perkara sebagai mana tersebut di
atas, maka ia harus mengadilinya atan memberikan putusan dan mengeluarkan
produknya Produk Pangadilan Agama sejak berlakunya UU No. 7 tatun 1989
hanya 2 macam, yaitu: putusan dan penetapan, dan dalam perkara gugat waris
ini, PA Sukabumi harus mengeluarkan putusan.

Putusan disebut Vonnis (Belanda) atau al-Qada 'u {(Arab), yaitu produk

Pengadilan Agama karena adenya dua pihak yang berlawanan dalem perkara,
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yaitu “Penggugat” dan “Tergugal”. Produk Pengadilan gemacam ini biasa
diistilahkan dengan ‘“Produk peradilan yang sesungguhnya™ atau Jurisdictio
Contentiosa.

Putusan mempunyai tiga kekuatan, yaitu kekuatan mengiket, bukti dan
eksekusi. Suvats putusan memptinyai kekuatan mengikat dan bukti adalah setelzh
memperoleh kekuatan hukum yang tetap (in kracht). Suatu putusan dapat
dikatakan in kracht apabila upaya hukum seperti Verzet, Banding, Kasasi tidak
dipergunakan dan tenggang waktu wuntuk itu sudsh habis, atas telah
memperghnakan upaya hukum tersebut dan sndzh selesai.

Adapun putusan Pengadilan Agama Kota Sukabumi, dalam perkars gugat
waris ini, Mengadili:

DALAM KONPENSI
1. Menolak gugatan para Penggugat
2. Menyatakan tidak sah dan tidak berfungsi sita jamin (Corservatoir Beslag)

ferhadap semua objek sengketa point 4.1 sampai dengan 4.4 serta mencabut

sita tersebut.

DALAM REKONPENSI

3. Menolak gugatan Penggugat

DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI

4. Menghukum Pengaugat Konpensi untuk membayar segala biaya yang timbul
dalam perkara ini yang hingga kini dihitung sebesar Rp. 155.500 (seratug lima

puluh lima ribu lima ratus rupiah).
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Demikianiah putusan perkara gngat waris sandara kandung pewaris
yang dilakukan oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Kota Sukabumi
bertepatan pada hari Senin tanggal 26 Juli 1999 M (tangeal 13 Rabiutsani

1420 H), dalam sidang yang terbuka untuk umum

C. Pertimbangan dan Dasar Hukum Pnotnsan Perkara Kewarisan Ne.

52/Pdt G/1999/PA.Smi

Dalam pertimbangan dan dasar hukum ini memuat hal-hal yang terdirt dari
alasan memutus (pertimbangan) dan dasar hukum putusan, adapun pertimbangan
hukumnnya secara garis besarnya adalah sebagai berikut:

Menimbang, bahwa inti permasalahan yang melstar belakangi diajukannya
gugatan ini oleh Penggugat adalah pertama dari segi keahli warisan, para Penggugat
gelaku saudara kandung almarhum Utang Djalantir mengaku merasa berhak atas harta
peninggalan almarhum Utang Djalantir dan keduanya dari segi obyek sengketa
sebagatmana tersebut pada point d.1) sampa dengan point 4.4} di atas, para Penggugat
telah mendalitkan semua obyek sengketa tersebut adalah harta bersama antara
aimarhum Utang Djalantir dengan Tergugat, kecuali rumah petak {obyek nomor d.3}
tersebut di atas) yang diakui Penggugat sebagmi harta warizsan almarhum Utang
Djalantic dari orang tuanya.

Menimbang, bahwa sebelum lebih janh mempertimbangkan hal-hal
sebagaimana didalilkan para Penggugat tersebut, maka untuk mengetahui ada tidakmya
suafu kepentingan hukum, Majelis berpendapat bahwa perihal pertama yang harus

dipertimbangken dalam perkara ini adalah mengenai obyek gugatan (obyek sengketa).
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Menimbang, bahwa dalil-dalil para Penggugat yvang telah menjadi tetap karena
telah tidak disangkal oleh Tergugat adalah:

- Bahwa Tergugat adalah isteri ssh almarhum Utang Djalantir yang menikah pada
tanggal 25 September 1977.
- Bahwa selama rumah tangga antara Utang Djalantir dengan Tergugat telah dikanmisi

2 {dun) orang anak, namun yang ada seorang nama Viola {(Perempuan), dan seorang

anak anghkat nama Marii (perempusn).

- Bahwa Utang Djalantir telah meninggal dunia pada tanggal 6 Desember 1998

dengan meninggalkan:
1. Seoraug isteri nama Oom Halimah (Tergugat)
2. Seorang anak kandung nama Viola dan seorang anak angkat nama Marli
3. Para Pengpugat yaitn: L Djunaedi, Oneng Hasanah, Sasmita, Hj. Yaysh Rukoyah
dan Neneng Supadmi, selakn saudara-sandara kanduag almarhum Utang Djalantir.
Menimbang, bahwa menurut hasil pemeriksaan majelis, pada kenyatasnnya
bukti-bukti dari Penggugat tersebut di atas dapat dijelaskan sebagai berikut:

- Bahwa bukti-bukti surat fersebut disampatkan tidak memenuhi kefentitan Pagal 2 ayat
(3) Undang-undang Nomor 13 / 1985 Jo. Peraturan Pemerintah Nomor 7 tahun 1995,
sehingga bukti-bukti suraf dianggap tidek memenuhi syarat-gyarat pembuktian.

- Bahwa, bukti-bukti surat tersebut menurut penitaian Majelis bukan merupakan bukti-
bukti kepemilikan.

Menimbang, bahwa unfuk mengetahui benar tidaknya dalil Penggugat mengenai

obyek sengketa tersebut di atas, majelis akan mempertimbangkan bukti-bukti lainnya
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Menimbang, bahwa berdasarkan hasil penilaian majelis terhadap bukti-bukti
Penggugat dan Tergugat tentang obyek sengketa tersebut di atas, dapat disimpulkan
bahwa obyek sengketa yang dapat dibagikan kepada pihak-pihak yang berhak
menerimanya adalah hanya terdiri dari: 1. Rumah petak sebagai milik pribadi
almarhum Utang Djalantir dan 2. Sebidang tanah seluas 100 M? yang terletak di
Kampung Nagrak sebagai harta bersama antara almarhum Utang Djalantir dan Tergugat.

Menimbang, bahwa selanjutnya masalah kedua yang harus dipertimbangkan
oleh majelis adalah mengenai keahliwarisan yaitu apakah para Penggugat selaku
sandara-sandara kandung almarhum Utang Djalantir bisa memperolch bagian warisan
alag harta yang ditinggalkan almarhum Utang Djalantir dalam keadaan bersama-sama
dengan ahli waris 1ain yaitu isteri 2lmarhum (Oom Halimah), anak perempuan (Viola).

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas,
majelis berpendapat bahwa secara materil para Penggugat tidak memiliki hubungan
hukun atas harta peninggalan almarhum Utang Djalantir bin H. Oyon Martawiria.

Menimbang, bahwa oleh karenanya, gugatan para Pengougat harus difolak.

Menimbang, bahwa dengan ditolaknya gugatan para Penggugat tersebut, maka
Majelis harus menyatakan bahwa penyitaan terhadap obyek sengketa sebagaimana
tersebut dalam berita acara penyitaan Nomor: 52/Pdt. G/1999/PA. Smi tangeal 31 Mei
1999 tidak mempunyat alasan hukum yang sah, oleh karenanya harus dinyatakan tidak
gah dan tidak berharga dan selanjutnya sita tersebut harns dicabut.

Pertimbangan hukum selanjuinya yang menarik untuk dikaji adalah bahwa

mengenai masalah keahliwarisan para Pengpugat (sandara kandung) dalam keadaan



bersama-sama dengan seorang anak perempuan, Majelis Hakim Pengadilan Agama
Kota Sukabumi mempertimbangkanaya dengan merujuk kepada:

1. Tafiir Tbn Abbas / Hadis dari Ton Abbas:

- . - - - ¢ . X, ‘ d -
fguwa‘w\J LA s it i WY 3
- & :&,. - -
G2y 3 Jop pfJee Bl els ol o8 s
) . -. w# & R -
1 ~ . .o~ O |
k}*"?f&uhd‘ﬁ’u w.b UQ_)LAJ {j}a o N
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4l r r&l&« f‘\J B b O J >
crad gl Col oy dly 4 e B 1y et o)) 2 4! J5
3] . ll: L -y W -
2. Bidayah al-Muhtahid jilid II:
% " - -
- = Y g 3¢ A - A
el AL, el e o 35)s Ly
3. Yurisprudensi Mahkamah Agung RI
~ Putusan Mahkamsh Agung RI Nomor 86.K/AG/1994 tanggal 27 Juli 1995 yang
membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Agama Mataram dan Pengadilan Agama
Mataram. Dalam pertimbangannya Mahkamah Agung RI menafsirkan ka;a walad
pada ayat 176 surat an-Nisa’ sejalan dengan penafsiran sahabat Ibn Abbas yang
pengertiannya mencakup baik anak faki-laki maupun anak perempuan.
- Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 122.K/AG/1995 tanggal 30 April 1996

yang membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Agama Bundmg dan Pengadilan

WY As-Suylti, ad-Diarr al-Mansir ¥ at-Tafsir bi al-Ma’sir (Beirat: Dar al-Kutub al-
‘Timiyyah, 1996 M/1411 H), 1L : 444

12 Ty Rusyd, Bidayah al-Mujtahid (ttp.: Dar al-Fikr, t.t), 0 : 258
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Agama Cibadak. Dalam pertimbangannya Mahkamah Agung RI menyatakan
baliwa selama ada anak laki-laki atau anak perempuan, maka hak waris dari

orang-orang yang mempuryai hubungan darah dengan pewaris kecnali orang tua,

suami atay isteri menjadi tertutup / terhijab.



BAB IV
ANALISIS KEAHI TWARISAN SAUDARA KANDUNG DENGAN ANAK

PEREMPUAN DALAM PUTUSAN NO. 52/Pdt.G/1999/PA. Smi

Hukum waris adalah aturan hukum yang mengatar kebutuhan pokok manusia
Karena, jika pembagian harta warisan itn tidak dapat berjalan lancar, bisa mengancam
eknistensi hubungan silaturrahini antare keluarga Oleh karena itn hukum waris harus
dijalankan secara jujur, adil dan benar, sehingga dapat terhindar dari kekhawatiran
adanya dampak negatif kepada pihak-pihak yang terkait.

Berdasakan hal ita, maka penyusun mencoba untik menganalisis ketepatan dan
kesesuaian putusan Pengadilan Agama Kota Sukabumi daiam perkara waris yang sesuai
dengan hnkum Islam.

Sengketa harta warisan ini melibatkan isteri pewaris, anak perempuan kandung
dan saudara kandung pewaris. Setelah penyusun menjelaskan duduk perkara dan faktor-
faktor, serta proses pemeriksaannya pada bab terdahulu, ada beberapa hal yang akan
penyusun tinjan mengenai pertimbangan-pertimbangan hukum dalam pemwmtusan, di
antaranya adalah pembuktian yang diajukan oleh Penggugat |

Terhadap bukti-bukti Penggugat yang dinilai tidak memenuhi ketentuan undang-
undang yang berlaku oleh Majelis Hakim, penyusun sepakat karena dalam hal ini yang
berwenang menilai dan menyatakan terbukti tidakmya peristiwa ialah hakim yang
memeriksa duduknya perkara (Judex Fictie) yaitu hakim tingkat pertama daa tingkat

banding.”

D Mukti Arto, Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama, cet. I (Yogyskarta:
Pustaks Pelajar, 1996), him. 139

8



79

Pada umumnya sepanjang undang-undang tidak mengatur sebaliknya, hakim
bebas untuk meniiai pembuktian. Apabila alat bukti oleh hakim dinilai cukup memberi
kepastian tentang peristiwa yang disengketakan, maka bukti it dintlai sebagai bukii
yang lengkap dan sempurna.”

Dalam pembuktian ini pula Majelis Hakim felab memeriksa mengenai ada
tidaknya hak yang menjadi sengketa dan relevan dengan pokok perkara demi
terwujudoya kepastian mengenai peristiwa yang sebenamya dan mendapatkan putusan
hakim yang benar dan adil.

Adapun dasar hukum vyang dipergunakan oleh Majelis Hakim dalam
memutuskan perkara nomor : 52/Pdt. G/1999/PA. Smy, ini adalah:

1. Kitah Tafgir/Hadis Ibn Abbas:

w3 A Gl s G de o8 S
ot s M ey ) i U 5,
w u"’ L«
2. Bidaysh al-Mujtahid:

o T Jwlley ge ) Jo o agls 3y
4’ Liad S35

3. Yurisprudensi Mahiamah Agung RI
Dari keselurshan dasar hukum vang dipergunakan oleh Majelis Hakim dalam

memutuskan perkara songketa warie saudara kandung dengan anak perempuan

D wid.

¥ As-Suyiti, ad-Ditrr al-Mansizr FY at-Tafsir bi al-Ma'$er (Beirut: Dar al-Kuhib al-
“Irniyyah, 1996 M/1411 H), I : 444.

* Ton Rusyd, Bidayah ai-Mjtahid (ttp.: Dar al-Fikr, £.4),1I: 258.
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sebagaimana tersebut di atas, dapat diketahmi bshwa apa yang dijadikan sebagai
dasar/pertimbangan hukum oleh hakim dalam memutuskan perkara tersebut, khususnya
vang berdasrkan pada kitab-kitab figh, adalah kurang sesuai dengan permasalahen yang
ada Atas dasar ini, maka pendapat Ton Abbas yang menyatakan bolehnya anak
perempuan menghijab hirman sandara kandung ini, baik untuk dikajt lebih 1anjut lagi.
Di dalam kitab Tqfsir Ibr Kasir, dijelaskan adanya ithiilef sntara Ton Abbas
dan Ibn Zubair di satu pihak dengan Juiehur ulama di pibak [ain, yaitu:
gl enly e ool e Oﬂu Rrrer! JB A,
T ca M gy STl s el g GYsa LK
c;c-fvl] Lo W Ny s s Ly )5 50

Dengan memahami pendapat Ibn Abbas dan Iba Zubair sebagaimana dikutip di

)]

atas, jelaslah bahwa anak perempuan termasuk dalam pengertian kata “waelad” dalam
surat an-Nisa’ ayat 176 in.
Pendapat Jumhur ulama tampakaya berseberangan dengan pendapat Ton Abbas

den Tba Zubair.

2 ciadl Al gL o@@ﬂdrwud
LPJ—‘-’U el %3‘ o»LﬁJ MLJ’S’ e u:rs
oJJ,..J‘ o-‘@é\-&}

Juminr rupanya berpendapat bahwa pengertian kata “waled® dalam surat an-

Nisa ayat 176 tersebut terbatas hanya kepada “anak laki-laki” saja, sedangkan anak

* hn Kedir al-Qurasyi ad-Dimasyqi, Tafsir al-Qur'én al-'ddm (Beirut: Dar al-Andalus,
tty,1:593

% Bid.

7 Bid,



8t

perempuan tidak memiliki “hijab hirman”. Akibat hukumnya, baik sandara perempuan
maupun anak perempuan pewaris masing-masing meadapat 1/2. Kembali kepada surat
an-Niga’ ayaf 11, 12 dan 176, yang merupakan pokok penalaran para ulama, terdapat
adanya arti dan cakupan “lafaz Jumci” yang diginakan untuk menunjuk ahli waris, yaitn:
al-walad, al-ab, al-akh dan kalalah.

Sepertt telah dijelaskan di muka terhadap lafaz-lafaz tersebut (al-waiad)
penyusun telah menjelaskan adanya beberapa penafsiran para nlama ahli tafsir dan ahli
hadis.

Maka uvntsk lebih mengetahni persoalan anak perempuan (binfun) dapat
menghijab tidaknya saudara kandung (afhun atau utiitur), dalam hal int ada kaitannya
dengan teori hijab dalam faraid. Institusi ini tidak terlepas dari adanya penentuan
prioritas ahli waris dalam memperoleh hak wans Hal ini sangat berhubungan pula
dengan prinsip kewarisan Islam dalam menentukan ehli waris. Untuk itn dalam
kewarisan Istam dikenal Zawu al-furud, ‘asabah, denzawu al-arham.

Dalam hubungan int baik dikemukakan di sini mengenai konsep asabah, sebab
saudara pewaris -paman- dalam kewarisan adalah sebagai asaba.

Mengenai keberadaan asabah, para ulama membedakannya kepada tiga jenis
yaitu: asabah bi an-nafs, ‘asabair bi al-gair dan ’'asabah ma'a al-gair, yang
pengertiannya sebagai berikut:

1. "Asabah bi an-Nafs, adalah orang laki-taki yang dihubungkan melalui garis laki-laki
kepada pewaris.

2. "Asabah b al-Gair, mereka ini adalah ansk (keturunan) perempuan dan sandara
perempuan (kandung atam seayah) apabila didampingi oleh “asabah bi an-Nafs yang

sederajat.
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3. "Asabah Ma'a al-Gair, mereka adalah saudara perempuan kandung atau seayah

apabita mewarisi bersama-sama dengan anak (keturunan) perempusn ®
Menunit para ulama, sekiranya semua shli waris ‘usabah ada, maka tertib
prioritas pewarisan di antara mereka disusun berdagarkan tiga asas, yaitu:

1. Asas jenis hubungan; berdasarkan asas ini prioritas pewarisan diurutkan kepada
lima kelompok keutamaan, yaitu: (a}). Kelompok keturunan; {b). Kelompok orang
tuz;, (c). Kelompok sandara; (d). Kelompok keturunan sandara; {e). Kelompok
saudara aysh dan keturunannya. Kelompok yang lebih tinggi menghijab kelompok
yang lebih rendah, kecuali kelompok kakek dengan saudara, yang tidak akan saling
menghijab, dan mereka mempunyai kedudukan khusus.

2. Asas jarak derajat; berdasar asas ini orang dalam satn kelompok keutamaan yang
berjarak sahi serajat dengan pewaris akan menghijab (menutup, menghalangi) orang
yang berjarak dua derajat dan seterusnya.

3. Asas kekuatan hubungan; berdasarkan asas ini, orang yang dilubungkan melalui aysh
dan ibu {dua orang tua) didalmlukan atas orang yang hanya dihubungkan melalui
ayah saja (satu orang tua).

Ttutah asas-asas penentuan prioritas ahli waris dalam memperoleh warisan.

Dalil utama tentang "asabah ini adalah hadis Ibnu Abbas yang berbunyi :

’ 53 doy 5356 ol Lal o502

5) Al-Yops Abu Beker, dhli Wans Sepertalian Darah, Kafian Perbandingan Terhadap
Penalaran Hazairin dan Penalaran Figh Mazhab (Jakarta: IS, 1298), him. 65.

) An-Nawawi, Sahih Muslim bi Syarh an-Nawawi, cet1 (Beirut: Dar el-Fikr, 1972),
XI: 52. Hadis Riwayat Muslim dari Ibn Abbas.



83

Tampaknya para ulama sepakat menganggap hadis ini sebagai dalil utama
mengenai “asabah. Buku Figh kewarisan yang agak besar, yang mencantumkan dalii-
dalil, selalu menyebutkan hadis ini sebagai dalil utama untuk ‘asabah.

Penolakan yang paling keras terhadap hadis i datang dari kalangan Syi“ah
Ja'fariyah. Mereka menganggapnya sebagai hadis maudy’. Tampaknya perbedaan ini
berdampak pada konsep "asabah dan hijab antara Sunni dengan Syi‘ah terutama Syi‘ah
Jafariyah. Hal ini terbukti dalam figh Syi‘sh, anak perempuan dapat menghijab
sandara secara mutlak '®

Dalam hubungan dengan “asabah bi al-gair, Tbn " Abbas memahami hadisnya ini
gecara ‘am. Menurut belian, lelaki tersebut akan menghabiskan harta sendirisn dan
tidak akan menarik perempuan yang sederajat dengannya menjadi "asabah bi al-gair,
biar di deréjat yang manapun,'>

Sebaliknya Jumhur ulama tidak memahami hadig ini secara “am dan nutlag.
Menurut mereka awla rajulun zakarin dalam hadis ini berlaku secara penuh henyalah
terhadap orang-orang yang tidak disebutkan di dalam al-Qur’an, yaitu ahli waris selain
dari: anak"-llald-laki (yang kemudian diperluas menjadi keturunan laki-laki) dan sandara
laki-laki. Dengan kata lain, sekiranya yang menjadi "asabah tersebut adalah orang yang
tersebut di dalam al-Qur’an (misalnya saudara) maka dia akan menarik saudara

perempuannya menjadi ‘asabah bi al-gair. Secara gamblang Ibn at-Tin menyatakan:
1y 53 e Y ) - |
4 <
) L - ‘ w | b [V, L]
T &SB! SRR c,u{)e);‘\] oP (**]‘ T ¢-4|

1% Badran al-A'ini Badran, al-Miras al-Mugaran Bain al-Mezahib wa al-Mezahib al-
Ja fari we al-Qarumn (Kairo: Dar al-Ma'arif, 1971), him. 31.

) Al-Yasa Abu Rakar, Akl Waris ., hlm 130,
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Kelihatanaoya Jumhur sulit menerima penafsiran Ibn Abbas di afas karena al-
Qur’an telah menetapkan bahwa saudara perempusn skan mewarisi bersama-sama
dengan saudara laki-laki sebagaimana ansk perempuan akan mewarisi bersama-sama
dengan anak laki-laki. Apalagi seperti dalam hadis Ibn Mas'ud, saudara perempuan
tanpa saudara iaki-laki pun berhak menghabiskan harta.

Jika kita melihat kembali putusan Pengadilan Agama Kots. Sukabumi yang
menjadikan dasar hukum/alasan putusan itu adalah Yurisprudensi Mahkamah Agung RI
yang gsesuai dengan Tafair Ibn Abbas. Namun setelah dikaji lebih jauh lagi, pendapat
Ibn Abbas ini mempunyai kelemahan untuk dijadikan dasar hukum putusan Pengadilan
Agama Sukabumi, hal ini terlihat dari pendapat Ibn Abbas yang menyatakan bahwa
sandara laki-laki tetap mendapatkan waris walaupun s1 pewaris meninggalkan
walad/anak perempuan sesuai hadis:

b, s ds ols Leaslls Bloy ciadl il

TS e Ol e N

Sedangkan pendapat yang menyatakan snak perempuan dapat menghijab
gaudara secara mutlak terdapat dalam Figh Syi*ah, terutama Syi'ah Ja fariyyah.

Di dalam Figh Mazhab Ja'fari ditegaskan bahwa saudara, baik laki-laki
maupun perempuan gugur hak warisnya (ferhif@b) oleh anak sekandung baik laki-laki

mzupun perempusn hingga ketunmannya ke bawah.'?

D psy-Syaukeni, Nail al-Autgr (Beirut: Dér al-Fikr, 1973), him. 170.

3 An-Nawawl, Sahih Muslim bi Syarh an-Nawawi, cet. 2 (Beirut: Dar al-Fikr, 1392 Hf
1972 M), X1 : 59. Hadis Riwayat al-Bukhari.

) Badran al-A ini Badran, af-84rds ., him. 31.
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Terhadap perbedaan pendapat antara Ton Abbag dan Jumhur ulama datam hat
pengertian kata “walad’” dalam surat an-Nisa’ ayat 176 serta hal yang berkaiten dengan
ayat tersebut yakni hadis dari Ibn Abbas mengenai ‘asabah, penyusun sepakat dengan
pendapat Jumhur ulama bahwa apabila terdapat lafaz umum (‘@) maka harus dicari

kekhususan dart lafaz tersebut, sebagaimana kaidah usuliah:

PSP CIPRIgNe)
T st pasal s Sl U (Bl el

Dari kaidsh ini mayoritas ulama sepakat bahwa “am itu dibangun dari bhas,

13

sebab khas itu lebih kuat dalalahnya daripada ‘am dalam penggunaannya dan juga

" kaidah bahwa lafaz “am itu tidak boleh dipergunakan sebelum diteliti kekhususannya

Segolongan ulama usul berpendapat bahwa lafaz “am itu zanni dalalahnya. Oleh
karena itn boleh ditakhsis dengan dalil yang zanni pula

Jika dikaitikan dengan pengertian ¥alalak dalam surat an-Nisa’ ayat 176 melalui
penelitiannya fentang penggunaannya dalam masyarakat Arab, para ulama figh Sunni
menyimpulkan bahvwa lafaz kalalak menunjuk kepada orang yang tidak berketurunan
dan berleluhur. Oleh ulama Suani arti ini Jitakhsiskan dengan hadis menjadi orang
yang tidak mempunyai keturunan laki-laki dan ayah sma Dengan demikian tidak ada
halangan bagi saudara untuk berkonkurensi dengan anak perempuan atau ibu.

Kembali kepada Jumhur Ulama yang berpendapat bahwa yang dimaksud dengan
al-walad (anak) yeng dapat menghijab hirmar sandara kendung ialsh anak 1aki-laki

bukan anak perempuan. Hal itu diketahui dari rangkaiar kalimat berikut:

15 abdul Hamid Hakim, al- Bayen (Jakarta: Sa’ adiyah Putra, 1983), him. 71.

19} Bid., him 72.
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Anak dalam rangkaian kalimat itu secara itfifag adalah apak laki-laki, sebab
sandara dapat mempusakai harta peninggalan saudarinya ift jika bersama-sama dengan
anak perempuan, kalay bersama-sama dengan anak laki-laki sudsh barang tenfu 1a
terhijab oleh anak laki-laki.

Menyangkut penafeiran khusus, mengenai arti 1afaz al-walad, ulama cenderung
menganggapnya mencakup anak langsung dan keturunan melalui garis laki-1aki.

Berdasarkan penjelaszn dan uraian di atas, penyusun berpendapat bahwa anak
(keturunan} perempuan tidak bisa menghabiskan harta, karena al-Qur’an telah
menentukan bagian pasti untuk mereka, yaitu seperdua atan dua pertiga. Ketentuan
Allah mengenai anak-anakimu ialah: jika anak-anak itu hanya anak perempuan saja dua
orang atau lebih, maka bagiamya dua pertiga dari harta peninggalammu. Jika snakmy
hanya seorang amak perempuan saja maka bagiannya seperdua dari harta
peninggalanmu. Pendapat yang menyatakan bahwa ansk perempuan skan menghabiskan
sisa harta yang sekiranya tidak ada anak laki-laki atau ayah, adalah pendapat syaz
(menyendiri, terisohr) yang bertentangan dengan zahr wahyu dan kesepakatan ulama
(Ittifag al-Ummah). Sesuai dengan pendapat al-Jassas dalam kitab tafsimya bahwa
sisa dari saham mmak perempuan itu harus diserabkan kepada ‘asabah berdasarkan
hadis dan kesepakatan uiama.

Selain itu dagar/pertimbangsn hukum selanjuinya adalah berdasarkan Bidayah
al-Mujtahid juz II hal 344-345, akan tetapi penyusun menemukan adanya kekeliruan

dalam hal pemilisap halaman, yang tidsk sesumt dengun permasalahan yang ada,

7 An-Nisa’ (4) : 176.
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seharusnya halaman yang sesuai dengan permasalahan sengketa waris ini adalah 258,
hal ini perlu diperhatikan untuk menjaga wibawa dari Pengadilan Agama itu umumnya.
dan Mejelis Hakim khususnya Dari uratan dalam kitab tersebut penynsun juga tidak
menemukan dalil yang jelas tentang adanya anzk perempuan yang dapat menghijab
hirman saudara kandung, dalam kitab tersebut hanya menjelaskan adanya perbedaan
pendapat para ulama tentang kewarisan saudara-sandara seibu dan sebapak bersama
anak perempuan (binfun). Jumhur berpendapat bahwa sandari kandung tersebut
mendapatkan “asabah, sedangkan pendapat Dawud bin “Ali al-Zahiri bahwa saudari
perempuan (ukhiun) itn terhalang dari pewarigan jika bersama anak perempuan
{bintun).

Oleh karena itu, maka kepada Pengadilan Agama, khususnya Majelis Hakim
yang menangani perkara waris ini hendakeya; memilih pendapat atau dalil yang lebih
luat dan sesuai dengan kesepakatan ulama (J1tifag al-Unnah) dan meneliti lebih tanjut
lagi mengenai pendapat Ibn Abbas, hendaknya Majelis Hakim di dalam menyusun
putugan dilakukan secara seksama dan teliti, khusnsnya dalam penulisan kata-kata dan
kalimat dan sebagainya demi menjaga wibawa dari Pengadilan Agama itu umumnya
dan Majelis Hakim khususnya Hendaknya alasan-alasan yang dijadikan sebagai dasar
hukum putusan itu harus sesuai dengan permosalahan, den hendaknya Majelis Hakim
memperhatikan mengenai azas tertib prioritas pewarisan. Karena jika melihat kepada
prioritas pewarisan ini, maka anak perempuan tidak dapat menghijab saudara.

Sesnai dengan penjelasan-penjelasan tersebut di atas penyusun berpendapat
bahwa dasar/pertimbangan hukum dan putsan Pengadilan Agama Kota Sukabumi itu

tidak tepat, sesuai dengan pendapat dan kesepakatan Jumbur Ulama.
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Di samping penjelasan-penjelasan di afas, terhadap sengketa warisan ini,
Pengadilan Agama Kota Sukabumi telah pula mempertimbangkan mengensi perolehan
harta warisan itu, apakah diperoleh dengan hasil jerih payah pewaris sendiri, semasa
hidupnya ataskah diperoleh pewaris dari penminggalan orang tuanya, atan sebagai
bantuan dari sandara-saudaranya.

Hal ini penting untuk dipertimbangkan demi terwujudnys suate putusan yang
benar-benar memenuhi rasa keadilan ditinjan dari segi yuridis, psychologis dan
sosiologis.

Demikianlah analisis penyusun terhadap putisan perkara waris saudara

kandung dengan anak perempuan di Pengadilan Agama Kota Sukabumi.



BAB YV

PENUTUP

A. Kesimpulan
Berdasarkan pembahasan di muka, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai
bertknt:

1. Bahwa Pengadilan Agama Kota Sukabumi telah memeriksa perkara sengketa waris
antara saudara kandung pewariz (selaku Pengongat) dengan isteri den anak
perempuan pewaris ({selaku Tergugal) melalui tahap penerimaan perkara,
pemeriksaan dalam sidang, pembuktian sampai kepada putusan hakim, di mana di
dalam putusannya, Pengadilan Agama Kota Sukabumi melalui surat putusan No.
52/Pdt Gf1999/PA_Smi, menolak gugatan para Penggngat dan menghukum Penggugat
unfuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara itu. Dalam hal ini anak
perempuan menghijab hirman sandara dalam pewarican.

2. Pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Agama Kota Sukabomi dalam menjatubkan
keputusan terhadap perkara waris sandara kandung dengan anzk perempuen ini
adalah karena alasan-alasan antara lain:

a Bahwa bukti-bukti yang diajukan oleh Penggngat tidak memenuhi ketentuan pasal
2 ayat {3) UU. No. 13/1985, Jo. Peraturan Pemerintah No. 7 tahun 1995 sehingga
bukti-buktt surat dianggap tidak mememhi syarat-syarat pembuktian.

b. Bahwa mengenai masalah keahliwarisan perempuan penggugat {sandara kandung)
dalam keadaan bersama-sama dengan seorang anak perempuan, Majelis Hakim

mempertimbangkan dengan merujuk kepada; Yurisprudensi Mahkamah Agung RI

8%
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dan Tafuir Ton Abbas di mana menurut sumber-sumber hukum tersebut penggrtian
“walad” bisa berarti anak perempusn dar juga anak laki-laki, sehingga dalam hal

ini saudara kandung terhijab oleh anak perempuan dalam meuerima harta waris,
3. Terhadap putnsan vang dilakekan oleh Pengadilan Agama Kota Sukabumi
berdasarkan kepada Yurisprudensi Mshkamah Agung RI den Tafsir Ibn Abbas,
adalah tidak tepat, karena hal im tidak sesuai dengan pendapat Jumhur Ulama dan
kesepakatan para ulama, yang berpendapat bahwa anak perempuan tidak dapat
menghijab hirman sandara kandung pewaris. Pendspsat yang menyatakan bahwa
anak perempuan akan menghabiskan sisa harta sekiranya tidak ada anak laki-laki
atau ayah, adalah pendapat syezz {menyendin), sisa dari saham anak perempuan itu

harus diserahkan kepada "esabak berdasarkan hadis dan kesepakatan ulama.

B. Saran-saran

1. Pembshasan mengenal sengketa waris yang terjadi di Pengadilan Agama Kota
Sukabumi adalah merupakan wilayah ijtihad, dan hendaknya Pengadilan Agama
Kota Sukabumi dalam memutuskan perkaranya berdasarkan kepada pendapat yang

lebih kuat sesuai dengan kesepakatan para ulama

2. Hendeknya Majelis Hakim dalam mengambil dasar bukum herus dilakukan secara
seksama dan teliti agar dasar hukum yang digunakan sesuai dengan permasalahan

yang ada. Begits juga dalam hal menyusun putusar kendaknya diperhatikan dalam

masalah penulisan baik kata-kata atan kalimat yang tepat dan benar.
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3. Hendaknya kepada para pihak yang zkan mengajukan gngatan sengketa waris, agar
diperhatikan mengenai perolehan harta warisan itu, apakah diperoleh dari jerih
payah i pewaris atan diperoleh dari harta warisan orang tuanya Sehingga para

pihak bisa lebih bijaksana dalam melihat persoalan waris ini.
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BABI

Nabi Mubammad SAW menetapkan bagi anak perempuan
mendapat seperdua bagian, cucu perempuan dari anak lake-laki
mendapat seperenam untuk melengkapt dua pertiga bagtan dan
siganya dibertkan kepada saudara perempuan.

Mu'az bin Jabal menetapkan pada kamt di- zaman Rasulullah
SAW dan ia berada di Mina, seperdua bagian untzk anak
perempuan dan seperdua bagian untuk sandara perempuan

Seseorang yang fidak mempunyai anak dan ayah

Nabi Muhammad SAW menetapkan bagi anak perempuan
mendapat seperdua bagisn,cucy perempuan dan ansk lski-laki
mendapat seperenam untuk melengkapi dua pertiga bagian dan
sisanya diberikan kepada saudara perempuan.

Mereka meminta fatwa kepadamu (tentang kalalah).
Katzkanlah: “Allah member: fatwa kepadamu tentang kalalah
vaitu: jika seorang meninggal dunia, dan i1a tidak mempunyai
anak dan mempunyai saudara perempuan, maka bagi seudaranya
yang perempuan ifu seperdua dari harts yang ditinggalkannya,
dan saudaranya yang [aki-laki mempusakai (selurub harta
saudara perempuan), jika ia tidak mempunyai anak; tetapi jika
saudara perempuan ifu dua orang, maka bagi kedwanya dua
pertiga dan harta yang ditinggatkan oleh yang meninggal. Dan
jika mereka (abli waris ifu terdiri) saudara-saudara iaki dan
perempuan, maka bagian seorang saudara laki-laki sebanyak
bahagian dua orsng sandara perempuan. Allah menerangkan
{hmkom m) kepadams, supaya kamu fidek sesat Dan Allah
Maha Mengetahui segala sesuatu.

Dan barzngsiapa mendurhakai Allah dan Rasul-Nya dan
melanggar ketentuan-ketentuan-Nya, Allah bakal
memasukkannyz ke dalam neraka, sedang ia kekal di dalanmya
dan baginya siksa yang menghinakan.

Bagilah harts pusska antara ahli-ahli waris menurut kitabullah
{(al-Qur’an)
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*Am (vmum) ith dibangun dari khas (khusus)

Lafaz “am (umum) itu tidak boleh dipergunakan sebelum diteliti
pengkhususannya.

BABII

Bagi laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan ibu-bapa
dan kerabatnya, dan bagi wanitz ada hak bagisn (pula) dari
harta peninggalan ibu-bapa dan kerabaimya, baik sedikit atau
banyak

Dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang seandainya
meninggalkan di belakang mereka anak-anak yang lemah, yang
mereka khawatir terhadap (kesejahteran} mereka Oleh sebab
itu hendaklah mereka berfagwa kepada Allsh dan hendaklah
mereka mengucapkan perkataan vang benar

Allah mepsyartatkan bagimu tentang (pembagian pusaka untuk)
anak-apakmu, vaitu: bahagian seorang anak lelaki sama dengan
bahagian dua orang amak perempuan, dan jika anak itu
semuanya perempuan lebih dari dua, maka bagian mereka 2/3
dar harta yang ditinggalkan. Jika anak perempuan itu seorang
saja, maka i2 memperoleh separo harta.

Dan bagimu {suami-suami} seperdwa dari harta yang
ditinggatkan oleh isteri-isteri mu, jika mereka tidak mempunyai
anak. Jika isteri-isteri mu itu mempunyai anzk, maka kamu
mendapat seperempat dari harta yang ditinggalkannya sesudah
dipenuhi wasiat yang mereka buat atau (dan) sesudsh dibayar
hutangnya. Para isteri memperoleh seperempat harta yang kamu
tinggalkan jika kamu tidak mempuonyat anak Jika kamu
mempunyai anak, maka para isteri memperoleh seperdelapan. ..

Mereka meminta fatwa kepadamu (tentang kalalah).
Katnkanlah: “Allah memben: fatwa kepadarnu temang kalalah
vaitu: jika seorang meninggal dunia, dan ia tidak mempunyat
anak dan mempunya1 saudara perempuan, maka bagi saudaranya
yang perempuan it seperdua dari harta yang ditinggaikannya ...

Berikan warisan kepada orang vasg berhak dan sigsanya
serahkan kepada lelaki yang terdekat.

Orang Islam tidak mendapat warisan dari herta orang kafir den
orang kafir tidak mendapat warisan dari harta orang Inlam.
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Tidak zda hak bag: si pembunuh dari pewarisan sedikitpun.

Allah membuat perumpamaan: dengan seorang hamba sahaya
vang dimiliki yang tidek dapat bertindak terhadap sesuatupun.

Tidak ada hak bags si pembunuh dari pewarisan sedikitpun.

Dan (ingatlah) ketika kamm membunuh seorang manusia ialu
kamu saling tuduh memuduh tentang iw. Dan Allsh hendak
menyingkapkan apa yang selama ini kamu sembunyikan.

Orang Isiam tidak mendapat warisan dari harta orang kafir dan
orang kafir tidak mendapat warisan dari harta orang Islam.

Tbn Jarir dan lain-lain menukilkan dari Tbn Abbas dan ITba
Zubair, keduanya berpendapat tentang seorang pewaris yang
meninggatkan seorang anak perempusn dan seorang sandara
perempuan, maka saudara perempuan tidak mendapat apa-apa
(terhijab hirman).

Jumhur berbeda pendapat (ikhtilaf) dengan kedvanya (Ibn
Abbas dan Ibn Zubair) mengenai masalah ini, bagian anak
perempuan adalah seperdua dengan cara furud dan bagian
sandara perempuan seperdua dengan cara sisa (ta'sib).

Nabi Muhammad SAW menetapkan bagi anak perempuan
mendapat seperdua bagian cucu perempuan dari anak laki-laki
mendapat seperenam untuk melengkapi dna pertiga bagian dan
sisanya diberikan kepada sandara perempuan.

Orang-orang yang mempunyai hubungan kerabat itu sebagiannya
lebih berhak terhadap sesamanya (daripada yeng bukan kerabat
di dalam kitab Aliah)

Allah mengyari atkan bagimu tentang (pembagian pusaka untuk)
anak-anskmu. Yaitn bahagian seorang anak lelaki sama dengan
bahagian dua orang anak perempuan; danjika anak itu semuanya
perempuan lebih dari dua, maka bagi mereka dua pertiga dari
harta yang ditinggalkan; jika anak perempuan itu seorang saja,
maka ia memperoleh geparo harta Dan untuk dua orang ibu-
bapa, bagi masing-masingnya seperenam dari harta yang
ditinggalkan, jika yang meninggal itu mempunyai anak; jika
orang yang meninggal tidak mempunyai anak dan ia diwarisi
oleh ibu-bapanya (vaja), maka ibunya mendapat sepertign; jika
yang meninggal itn mempunyai beberapa sandara, maka ibunya
mendapat seperenam. (Pembagian-pembagian tersebut di atas

o
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sesudah dipenuhi wasiat yang ia buat ataw (dan) sesudah
dibayar hutangnya {(Tentang) orang tuamu dan anak-anakmu,
kamnu tidak mengetahui siapa di antara mereka yang lebih dekat
(banyak) manfaatnya bagimm. Ini adatah ketetapan dari Allsh
Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana

Dan bagimu ({suami-suami) seperdua  dari harta yang
ditinggatkan oleh isteri-isterimu jika mereka tidak mempunyai
anak. Jika isteri-isterimu ita mempunyai anak, maka kamu
mendapat seperempat dari harta vang ditinggalkannya sesudah
dipenuhi wasiat yang mereka buat atau {dan) sesudah dibayar
hutangnya Para isteri memperoleh seperempat harta yang kamu
tinggalkan jika kamu tidak mempunyai anak. Jika kamu
mempunyai anzk, maka isteri memperoleh seperdelapan dari
harta yang kamu tinggalkan sesudah dipenuhi wasiat yang kamu
buat atan (dan) sesudzh dibayar hutang-hutangmu Jika
seseorang mati, baik laki-laki manpun perempuan yang tidak
meninggatkan ayah dan tidak meninggalkan anak, tetapi
meninggalkan seorang saudara laki-laki (seibu saja) atan
seorang sandara perempuan (geibu saja), maka bagi masing-
masing dari keduz jenis sandara itn seperenam harta Tetapi
jika saudara-saudara seibu ifu lebih dari seorang, maka mereka
bersekuts dalam yang sepertiga itu, sesudah dipenuhi wasiat
yang dibuat olehuya atan sesudah dibayar hutangnya dengan
tidak memberi mudharat (kepada ahli waris). (Allah
menetapkan yang demikian itu sebagai) syari'at yang benar-
benar dari Allah, dan Allsh Maha Mengetahui lagi Maha
Penyantun.

Mereka meminta fafwa kepadamu (tentang kalalah).
Katakanlah: “Allah memberi fatwa kepadamu tentang kalalah
yaitu: jika seorang meninggal dunia, dan ia tidak mempunyai
anak dan mempunyai sandara perempuan, maka bagi sandaranya
yang perempuan ita seperdua dari harta yang ditinggalkannya

Surat terakhir yang turun secara lengkap adalah surat at-Taubah
dan ayat yang terakhir turun adalah ayat tentang kalatah.

Ditanyakan kepada Abu Musa tentang bagian seorang anak
perempuan, seorang cucu perempuan (melalmi anak laki-laki
vang telah meninggal} dan seorang sandara perempuan
{kandung). Belian menjawab, untuk anak perempuan seperdua
dan untuk sandara perempuan seperdua. Pergilah kepada Ibn
Mas'ud tentu dia pun skan mengikuti akn Ketika digjukan
kepada Tbn Mas'ud dia menjawab, kalan begitu saya telah sesat
dan tidak termasuk orang vang mendapat petunjuk {al-an am:
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56) saya akan menyelesatkannya berdasarkan keputusan Nazbi
SAW; untuk seorang anak perempuan seperdua; untuk seorang
cucu perempuan Seperenam guna menggenapkan dua pertiga;
dan sisanya untk sendara perempuan. Setelsh itu kami (st
penanya) kembali kepada Abu Musa dan menceritakan
penjelasan Ibn Mas'ud tersebut. Abu Musa menjawab, jangan
tanyai aku selama orang alim itu masih ada

Mu'az bin Jabal menetapkan pada kami di- zaman Rasululizh
SAW dan ia berada di Mina, gseperdua bagian untuk anak
perempuan dan seperdua bagian untuk sandara perempuan

BAB IIL

Dari Tbn Abbas; sesungguhnya 1a ditanya tentang seorang laki-
iaki vang meninggal dengan meninggalkan ahli waris amak
perempuan dan saudari, untuk anak perempuan mendapat
separoh, sedang saudari fidak mendapat sedikitpun, dan sisanya
bagi asabah, Seseorang berkata kepadanya; bahwa “Umar
memutuskan bagi saudara perempuan setengah, Ibn Abbas
berkata, apakah kamu yang tahu atau Tuhan? Firman Allah: ...
Jika seseorang meninggal dunmia dan 12 tidak mempunyai anak
dan (tetapi) mempunyai saudara perempuan, maka bagi
saudaranya yang perempuan separoh dari harta yang
ditinggatkannya

Dawud bin "Ah  az-Zahiri berpendapat bahwa saudara
perempuan fidak mendapat waris jika bersama-sama anak
perempuan.

BAB IV

Dari Tbn Abbas; sesungguhnya 1a ditanya tentang seorang laki-
laki yang meninggal dengan meninggalkan shli waris anak
perempuan dan sandari, untuk anak perempuan mendapat
separoh, sedang saudari tidak mendapat sedikitpun, dan sisanya
bagi asabah.

Dawud bin ‘Ali =z-Zahiri berpendapat bzhwa saudara
perempuan tidak mendapat waris jika bersama-sama anak
perempuan. -

Telah dinukil dari Ibn Jarir dan yang lainnya, dari Ibn Abbas
dan Ibn Zubair keduanya berkata tentang orang yang meninggal

dan ia meninggalkan anak perempuan dan saudara perempuan,
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untuk sandara perempuan tidak mendapat apa-apa.

Dan apabila iz meninggalkan maka ia meninggalkan anak laki-
lakt, maka bagi sandara perempuan tidak mendapat apa-apa.

Jumhur berbeda pendapat (ikhtilaf) dengan keduenya (Ibn
Abbas dan Ibn Zubair) mengenai masalah ini, bagian anak
perempuan adalzh seperdua dengan cara furud dan bagian
sandara perempuan seperdua dengan cara sisa (ta’sib).

Berikan warisan kepada orang yang berhak dan sisanya
serahkan kapada lelaki yang terdekat

Yang dimaksud oleh hadis adalah sandara laki-laki ayah
sekiranya bersama-sama dengan saudara perempuan ayah; anak
taki-laki dari sandara laki-laki, sekiranya bersama-sama
dengan anak perempuan dari saudara iaki-laki; anak laki-laki
dari sandara laki-laki ayah sekiranya bersama-sama dengan
anak perempuan dari sandara laki-laki ayah, (dalam keadaan
ini) yang menjadi ehli waris hanyalah yang laki-iaki tidak ikt
yang perempuamya Adapun saudara laki-laki dan sandara
perempuan {kandung afan seayah) keluar dari ketentuan di atas
karena al-CQur’an menetapkan bahwa mereka secara bersama-
sama menjadi ahli waris berdasarkan Firman Allah we ir karu
ikhwatan rijalan wa nisa’an.

Abdullah bin Abbas dan Ibn Zubair berkata bagi anzk
perempuan separoh dan sisanya bagi asabszh.

Am {umum)} ifu dibangun dari khas (khusus)

Lafaz “am (tmum) itu tidak boleh diperginakan sebelum diteliti
pengkhususannya.

.. dan sandaranya yang laki-laki mewarisi seluruh harta sandari
perempuannya, jika ia tidak mempunyai anak ...




Lampiran 2

BIOGRAFI ULAMA

1. Imam al-Bukhari

Nama lengkapnya adalah Abu °Abdillah Muhammad bin Ismail bin
Mughirah bin Bardizbah al-Ju'y al-Bukhari. Beliau dikenal sebagai hafiz Pada usia
16 tahun beliau sudah menghafal ribuan hadis.

Dalam hal menyelidiki hadis Nabi SAW, beliau berkelana ke Bagdad,
Kufah, Makkah, Madinah, Syam, Khurasan, Naisabur, dan Mesir, Imam Muslim
menyebut Imam Bukhari sebagai dokter ilmu hadis.

Kitab al-Jami® as-Shahik ditulisnya selama 16 tahun dan ifu merupakan
kumpulan hadis yang kedudukannya menjadi sumber yang kedua setelah al-Qur’an,
demikian disepakati baik oleh ulama salaf dan khalaf. Syekh Ibn Hajar berkomentar
bahwa: “tanpa Shahih al-Bukhari maka Shahih Muslim tidak akas muncul”, Imam
al-Bukhari mengarang kitab 20 buah, di antaranya yang masyhur adalah at-Tarikh al-
Akhbar.

2. Imam Muslim

Nama lengkapnya adalah Imam Abul Husain Muslim bin al-Hajjaj bin
Muslim bin Kansyaz al-Qusyairi an-Naisaburi. Belian dilahirkan di Naisabur talnm
206 B/ 820 M. Semenjak usia dini, mulat (tshun 218 H), belian juga banyak
melakukan lawatan di beberapa negeri antara lain Hijaz, Irak, Syam, Mesir dan
negara-negara lainnya, ini adalah dalam rangka belajar dan mengembangkan hadis,
juga ilmu hadis. Beliau berguru hadis pada Yahya bin Yahya di Khurasan,
Muhammad bin Mahran dan Abu Ahsan di Ray, dan di Irak kepada Abmad bin
Hanbal, dan di Hijaz kepada Sa'ad bin Mansur dan kepada Amr bin Sawad di
Mesir.

Imam Muslim adalzh salah seorsng yang menyusun kitab sahih. Belian
menyusun kitabnya menghabiskan waktu 15 talnmn. Kitab tersebut diber: judul Jamy'
as-Sahih yang terkenal dengan Sahih Mushm. Belian wafat di Naisabur pada hari
Senin 25 Rajab 261 H/875 M.

3. T.M. Hashi ash-Shiddieqy

Beliau dilahirkan di Lokseumawe (Aceh Utara) pada tanggal 10 Maret 1904.
Belian belajar di pesantren yang dipimpin oleh ayahnya sendiri. Dalam mencari
kariernya beliau mendapat banyak bimbingan dari Muhammad bin Salim al-Kalili.
Pada tabim 1927 beliau belajar di al-Irsyad Surabaya, belian juga aldif berdakwah
memberantas bid'ah dan khurafat Karimya dalem dunia pendidikan entara lain
Dekan Fakultas Syari*ah JAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, Dekan Fakultas Syari‘ah
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IAIN ar-Raniry Banda Aceh, Guru Besar Universitas Islam Indonesia (UN)
Yogyakarta dan Rektor al-Irsyad Solo.

Pada tanggal 22 Maret 1975 beliau memperoleh gelar Doktor Honoris Caunsa
dari Universitas Isiam Bandung (UNISBA) dan pada tahun yang bersamaan beliau
juga dianugershi gelar Doktor Honoris Cansa oleh JAIN Sunan Kalijaga
Yogyakarta. Kemudia beliau wafat pada tahun 1975 dalam usia 71 tahun di Jakarta.

Adapun karya-karya ilmiahnya antara lain:

- Koleksi Hadis-hadis Hukum

- Tafsir an-Nuor

- Mutiara Hadis

- Pengantar Hokum Islam

- Al-ILlam

- Pedoman Shalat, Pedoman Zakat
- Pedoman Puasa, dan lain-tain

. Al-Jassas

Abu Bakar Atmad Ion "Ali ar-Razi al-Jassas, lahir dan meninggal di Bagdad
pada tahun 305-370 H. Karya monumentalnya yang sampai sekarang masih banyak
dibaca orang adalash Ahkam al-Qur’an. Karya ini1 merupakan kitab tentang tafsir
vang dititik beratkan pada pembahasan figh Hanafiyyah. Di masa hidupnya, beliau
memegang pucuk kepemimpinan Mazhab Hanafiyah. Belian pernah diminta untuk
menduduki kursi Mahkamah Peradilan, akan tetapi belian menolak tawarasn itu.
Karya lainnya adalah literafur dalam bidang usul figh.

. Ibn Kasir

Nama lengkap belian adalah Imaduddin Abduk Fada® Ysmail Tbn Umear Tbn
Kagir al-Bshraisi, seorang penghafal hadis, sejarah dan sangat terkemuka pula
dalam urusan figh. Di antara kitabnya adalsh al-Bidayah wa an-Nihayah. Belian
juga seorang ahli dalem bidang tafsir dengan kitabnya Tafkir al-Qur’an al-Azim.
. Belian lahir pada tahun 701 H./1302 M. dan wafht pada tahun 774 H./
1373 M.

. Muhammad Rasyid Rida

Nama lengkapnya adalah as-Sayyid Mvhammad Rasyid Rida, seorang
mujtahid abad ke-20. Seorang lantan sunnsh yang sulit dican bandingannya, yang
mempusakai ilmu dari Ustaz asy-Syetkh Muhammmad Abdub. Beliau lahir pada tahun
1282 H./1865 M. di desa Kalmun suatu kampung di Libanon.

Bersama dengan gunumya beliau mengeluarkan majalah yang bernuma al-
Manar, suaty majaish yang menjadi penyulnh ulama muslimin di bemua tinmr
termasuk juga Indonesia. Beliau wafiat pada bulan Jumadil Ula 1354 H./1935 M.
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7. Hazairin

Hazairin adalah seorang shli adat dan seorang intelekiual mmuslim yang
mempunyai nama lengkap Dr. Hazairin gelar Datuk Pengeran, SH. Lahir tanggat 28
November 1906 di Bukithinggi Swnatera Barat,

~ Hazairin adalah seorang yang kreatif dan produktif dalam menuangkan segala
kemampuannya berupa pemikiran-pemikiran yang diwujudkan dalam bentuk karya-
karyanya sebagai seorang Yuris muslim, dasar-dasar pemikiran Hazairin selalu
dikembalikan kepada sumber utama ajaran Islam yaitu al-Qur’an dan Sunnah.

Hazairin juga diangkat memadi Dekan Fakultas Hukum Ul Jakarta dan
sempat menjadi Presiden di Universitas yang sama pada tahun 1953 sampai tahun
1954 sambil menjadi Menteri Dalam Negeri.

Hazairin meninggal dunia pada tanggat 12 Desember 1975, dan dimakamkan
di taman makam pahlawan Kalibata, Jakarta.



Nama
Tempat/Tanggal Lahir
Jenis kelamin

Alamst asal

Pendidikan

Nama orang tia
Aysh
Thu
Pekerjazn orang tua
Ayah
Tou

Alamat

CURRICULUM VITAE

: Siti Sundus Awaliah
: Sukabumi, 9 Maret 1975
: Perempuan

: J1. Pelabuan I Km 7. Bik KPDA No. 10

Lembursitu - Sukabumi

Jawa Barat

: 1. SDN Ippor Lembursitu, lulus tahun 1988.

2. Tajhiziyyah PP Persis No. 19 Garut, lulus talun 1989.

3. Tsanawiyyah PP Persig No. 19 Ganut, lulus tabun 1992,
4. Muallimin PP Pergia No. 19 Garut, lulus tabun 1995.

5. IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, Fakuitas Syari'ah,

Jurusan al-Abwal agy-Syakhsiyyah, masuk tahun 1995.

: M. Amriyasmean, SH

: Siti Mulianawati

: Kani binmudora Depdikbud, Kab. Sukabumi
: Tbu rumah tangga

: JI. Pelabuan If Km 7. Blk KPDA No. 10

Lembursitu - Sukabumi

Jawa Barat
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